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P U T U S A N
Nomor :  25/Pdt .G /2010 /PN.Kdi

DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Neger i  Kendar i  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  

perka ra - perkara  Perda ta  pada  t i ngka t  per tama  te lah  

menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  anta ra  :  

1.  H.M.  ARIEF,  Sm.HK,  Peker j aan  Pens iunan ,  Bera lamat  di  Ja lan  

Bunga    Matahar i  No.  168 Kota  Kendar i ,  

2.   Hj .  PETTA INTANG,  Peker j aan  Ibu  Rumah Tangga,  Bera lamat  

di  Ja lan  Bunga Matahar i  No.  168 Kota  Kendar i ,   

      Dalam  ha l  in i  keduanya  diwak i l i  o leh  kuasanya   :  

NASRUDDIN,  SH  dan  BARON HARAHAP,  SH.  Advokat  yang  

berkan to r  d i  Kanto r  Advokat  NASRUDDIN,  SH  &  Patner ,  

berkedudukan  di  Ja lan  Mayjen  S.  Parman  No.  35  Kota  

Kendar i ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  29  

Maret  2010  ,  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  PENGGUGAT  I  

dan I I  ;

M e l  a w a n :

1.   LA.  SAMBO NTEWO.  Peker j aan  Swasta ,Bera lamat  di  Ja lan  

Mal i k  IV  No.  8 C Kota  Kendar i ,  Dalam hal  in i  d iwak i l i  o leh  

kuasanya   :  AFIRUDIN  MATHARA,  SH dan  MASRI  SAID,  SH.  

Advokat  pada  Kanto r  Advokat  -  Konsu l t an  Hukum AFIRUDIN 

MATHARA,  SH  &  Assoc ia tes  yang  berkedudukan  di  Hote l  

Kar t i k a  Ja lan  Mayjen  S.  Parman  No.  82  Kota  Kendar i ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  17  /  SK /  Pdt  /  

IV  /  2010 Tangga l   20 Apr i l    2010,  sebaga i  TERGUGAT I  ;

2. Di rek tu r  Utama  PT.  Jaminan  Sosia l  Tenaga  Ker ja  

(Perse ro ) ,  Bera lamat  di  Ja lan  Jendera l  Gato t  Subro to  No.  

79 Jakar t a  Sela tan ,  Dalam hal  in i  d iwak i l i  o leh  kuasanya  

SALKONI,  SH.MH,  dkk  yang  bera lamat  di  Ja lan  Jendera l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot  Subro to  No.  79  Jakar t a  Sela tan ,  berdasarkan  Sura t  

Kuasa  Khusus  Nomor  :  SK/26/04 /2010  Tangga l   30  Apr i l  

201,  sebaga i  TERGUGAT I I  ;

3. Notar i s /PPAT  AGUS JAYA,  SH,  Bera lamat  di  Ja lan  Dr.  

Ratu langg i  No.  115  Kota  Kendar i ,  Dalam hal  in i  d iwak i l i  

o leh   kuasanya  1.  MUSTARING LIN  ARIFIN,SH,  2.  IBRAHIM,  

SH dan 3.  NUR RAMADHAN ,  SH.MH ,  ket i ganya   Advokat  yang  

berkan to r  d i  Ja lan  Soa- soa  No.  208  Kota  Kendar i ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  11 Mei  2010  ,  

sebaga i   TERGUGAT I I I

4. Kepala  Badan  Per tanahan  Kota  Kendar i ,  berkedudukan  di  

Kota  Kendar i ,  se lan ju tn ya  disebu t  sebaga i  Tergugat  IV  ,  

Dalam  hal  in i  d iwak i l i  o leh   kuasanya   1.  H.  ABDUL 

RAHMAN,  SH,  M.Si  ,  dan  2.  MUH.  ILHAM  YAMIN,  SH,  

keduanya  Pegawai  pada  Tergugat  IV  yang  berkan to r  d i  

Ja lan  H.E.A  Makadompi t  No.  9  Kota  Kendar i ,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa Khusus  Nomor  :  419/14 .74 .71 / IV / 2010 ,  tangga l  

23 Apr i l   2010 sebaga i  TERGUGAT IV  ;

Pengad i l an  Neger i  te rsebu t  ;

Telah  membaca berkas  perkara  yang  bersangku tan ;

Telah  mendengar  kedua  belah  p ihak  yang  berperka ra ;

 

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,  bahwa Penggugat  te l ah  mengajukan  sura t  gugatannya  

te r t angga l  31  Apr i l  2010  yang  te rda f t a r  d i  Kepani t e raan  

Pengad i l an  Neger i  Kendar i  d ibawah  reg i s t e r  Nomor  

25/Pdt .G /2010 /PN.Kd i ,  te r t angga l  1  Apr i l  2010,  te lah  

mengemukakan  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  Penggugat  I  dan  Penggugat  I I  adalah  suami  – 

is t e r i ,  se jak  tahun  1969  te l ah  menguasa i  dan  mengolah  

tanah  yang  te r l e t a k  di  desa  Kemara ja  yang  luasnya  ± 100  

m²  x  100  m²  dengan  bats - batas  pada  saat  i t u  ,  sebaga i  

mana te ru ra i  da lam gugatan  Penggugat ;
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- Bahwa  atas  dasar  penguasaan  dan  pengo lahan  tanah  

te rsebu t  d i  atas  pada tahun  1969,  Kepala  Desa/L ingkungan  

Kemaraya  yang  saat  i t u  d i  jaba t  o leh  MBOY te lah  

menerb i t kan  Sura t  Kete rangan  Pengolahan  Tanah  Negara  

Bebas  dar i  tahun  1969/1970  di  Desa Kemara ja  yang  is i n ya  

menerangkan  bahwa Penggugat  I  benar - benar  mengolah  tanah  

Negara  bebas  dan memel iha ra  se jak  tahun  1969/1970  ;

- Bahwa  meru juk  pada  sura t  kete rangan  yang  dibua t  o leh  

Kepala  Kampung/L ingkungan  Kemaraya  te rsebu t ,  pada  tahun  

1992  secara  bersama- sama Penggugat  I  dan  Penggugat  I I  

mengajukan  permohonan  Ser t i f i k a t  kepada  Terguga t  I I  

te rhadap  objek  tanah  te rsebu t  d i  atas ,  o leh  Kepala  

Kelu rahan  Kemaraya  menerb i t kan  Sura t  Keterangan  

Pengolahan  masing- masing  kepada  Penggugat  I  berupa  Sura t  

Keterangan  No.  140/KR/ I / 1992  atas  nama  M.  Ar ie f  

(Penggugat  I )  hanya  se luas  2000 m² dan kepda  Terguga t  I I  

Sura t  Keterangan  Pengolahan  No.  34/KR/ I / 1992  atas  nama 

Pet ta  In tang  Ar ie f  (Penggugat  I I )  hanya  se luas  2948 m² ;

- Bahwa adapun  batas  tanah  atas  Sura t  Keterangan  Nomor  :  

140/KR/ I / 1992  atas  nama M.  Ar ie f  (Penggugat  I )  se luas  

2000  m²  dan  batas  tanah  atas  Sura t  Keterangan  Nomor  :  

34/KR/ I / 1992  atas  nama Pet ta  In tang  Ar ie f  (Penggugat  I I )  

hanya  se luas  2948  m² ada lah   sebaga imana  te ru ra i  da lam 

sura t  gugatan ;

- Bahwa  pada  tangga l  4  Januar i  1992,  Penggugat  I  dan  

Penggugat  I I  mengajukan  permohonan  hak  mi l i k  

(se r t i f i k a t )  kepada  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Nasiona l ,  

Kepala  Kanto r  Wi layah  Badan Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  

Daerah  Tingka t  I  Sulawes i  Tenggara  di  Kendar i  mela lu i  

Bapak  Kepala  Kanto r  Badan  Per tanahan  Kabupaten  Daerah  

Tingka t  I I  Kendar i  d i  Unaaha  dan  te rhadap  permohonan  

Penggugat  I  dan I I  te r sebu t ,  Kepala  Kantor  Wi layah  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Sulawes i  Tenggara  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Hak Mi l i k  masing- masing  :

a. Nomor  :  01/HM/P&PT/BPN- Sul t r a / 1993  yang  is i nya  

menetapkan  Penggugat  I  memi l i k i  tanah  se luas  2000  m² 
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sebaga imana te r l amp i r  da lam keputusan  te rsebu t  ;

b. Nomor  :  30/HM/PP- 10/KBPN/1992  yang  is i nya  menetapkan  

Penggugat  I I  memi l i k i  seb idang  tanah  se luas  2948  m² 

sebaga imana te r l amp i r  da lam keputusan  te rsebu t  ;

Bahwa meru juk  kepada  2 (dua)  sura t  keputusan  te rsebu t  d i  

atas  pada  tahun  1993,  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kabupaten /Ko ta  Madya Kendar i   menerb i t kan  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  (SHM)  masing- masing  Nomor  :  1833  atas  nama Ar ie f  

(Penggugat  I )  se luas  2000  m²    dan  Nomor  :  1901  atas  

nama  Hj .  Pet ta  In tang  (Penggugat  I I )  se luas  2948  m² 

dengan  batas - batas   sebaga imana  te ru ra i  da lam  sura t  

gugatan ,  selanju tnya  disebut  sebagai  obyek sengketa; :

- Bahwa  sete lah  para  Penggugat  menguasa i  dan  memi l i k i  

ser t i f i k a t  atas  tanah  sengketa  te rsebu t ,  pada tangga l  23  

Apr i l  1994  Tergugat  I  mengajukan  gugatan  perbua tan  

melawan  hukum  te rhadap  Penggugat - Penggugat ,  Dkk  di  

Pengad i l an  Neger i  Kendar i  dengan  nomor  perkara  No.  

27/Pdt .G /1994 /PN.Kd i ,  o leh  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  

yang  memer iksa  mengabulkan  gugatan  Tergugat  atas  perkara  

a  quo,  pada  t i ngka t  band ing  perkara  No.  13  PDT/1995/PT  

Sul t r a  menguatkan  putusan  Pengadi l an  Neger i  Kendar i ,  

beg i t u  pu la  pada  t i ngka t  Kasas i  Reg.  Perkara  

2424K/Pdt / 1995  dan  Penin jauan  Kembal i  reg i s t e r  perkara  

No.  477  PK/Pdt /1997 ,  menguatkan  putusan  Pengadi l an  

Neger i  Kendar i  te r sebu t  ;

- Bahwa pada saat  pemer iksaan  perkara  di  Pengadi l an  Neger i  

Kendar i  te rsebu t  perkara  No.  27/PDT/1994 /PN.Kd i ,  

Tergugat  I  te l ah  mengajukan  bukt i  sura t  berupa  Sura t  

Keterangan  gant i  kerug ian  anta ra  Dg.  Gass ing  dengan  La  

Sambo  Ntewo  te r t angga l  6- 6- 1974  ( te r t anda  P- .1 - hi tam)  

dan  kemudian  oleh  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  te lah  

mempert imbangkan  bukt i   a  quo  te rsebu t  dan  mengabulkan  

gugatan  Penggugat  (Terguga t  I )  ;

- Bahwa karena  dalam perkara  No.  27/PDT/1994/PN.Kd i ,  te l ah  

berkekua tan  hukum te tap  sebaga imana  dimaksud  dalam hukum 

acara  perda ta  dan  Penggugat - Penggugat  berada  d i  p ihak  
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yang  ka lah ,  o leh  Penggugat  (Terguga t  I )  te lah  mengajukan  

permohonan  Eksekus i ,  se lan ju tn ya  Pengadi l an  Neger i  

Kendar i  karena  kewenangannya  te l ah  melaksanakan  eksekus i  

sebaga imana te rmak tub  dalam ber i t a  acara  pengosongan  dan  

penyerahan  Nomor  :  01/B .A .PDT.G/1997 /PN.KDI  te r t angga l  

30 Januar i  1997 ;

- Bahwa saat  ber langsungnya  proses  pemer iksaan  perkara  No.  

477PK/Pdt /1997  di  Tingka t  Kasas i  pada Mahkamah Agung RI ,  

Penggugat  I  te lah  melaporkan  Terguga t  I  kepada  

Kepol i s i an  dengan  dugaan  melakukan  t i ndak  p idana  

pemalsuan  tanda  tangan  sebaga imana  laporan  pol i s i  No.  

LP/696 /K /V /1996 /Pamapta ,  te r t angga l  7  Mei  1996  pada  

Kanto r  Kepol i s i an  Resor t  Kendar i  ;

- Bahwa  te rhadap  laporan  Penggugat  I  a.  quo  te rsebu t ,  

te lah  di t i n dak  lan ju t i  dengan  di l akukan  pemer iksaan  

fo rens i k  sebaga imana  te r t uang  dalam  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Labora to r i s  Kr im ina l i s t i k  Barang  Bukt i  

Dokumen  (Tanda  Tangan)  Nomor  Lab  :  714/DTF/2007  

te r t angga l  23  November  2007  yang  dalam  kes impu lannya  

menyatakan  “berdasarkan   uraian  tersebut  di  atas  maka 

dapat  dis impulkan  bahwa  tanda  tangan  bukt i  QT  non  

ident i k  dengan  tanda  tanagn  pembanding  KT atau  dengan  

kata  la in  tanda  tangan  DG.  Gassing  al ias  Amanung 

Gassing  pada  dokumen bukt i  QT dengan tanda  tangan  DG.  

Gassing  al ias  A.M Gassing  al ias  Amanung Gassing  yang  

pada  dokumen pembanding  adalah  merupakan  tanda  tangan  

yang berbeda”

- Bahwa  sebaga imana  has i l  pemer i ksaan  Labora to r i s  

Kr im ina l i s t i k  te rsebu t ,  te rnya ta  bukt i  sura t  yang  

dia j ukan  oleh  Penggugat  da lam  perkara  No.  

27/PDT/1994 /PN.Kd i  (da lam  perkara  in i  sebaga i  Tergugat  

I )  ya i t u  bukt i  sura t  berupa  Sura t  Keterangan  gant i  

kerug ian  anta ra  DG.  Gassing  dengan  La  Sambo  Ntewo 

te r t angga l  5- 6- 1974  ( te r t anda  P.1- hi tam)  te rnya ta  non 

ident i k  dengan  tanda  tangan  pembanding  Gassing  pada  

dokumen bukt i  QT dengan tanda  tangan  DG.  Gassing  al ias  
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A.M  Gassing  al ias  Amanung Gassing  yang  pada  dokumen 

pemanding  adalah  merupakan  tanda  tangan  yang  berbeda ,  

dengan  kata  la i n  bukt i  te r sebu t  ada lah  pa lsu ,  maka 

penguasaan  objek  sengketa  yang  te l ah  d ieksekus i  te rsebu t  

menuru t  hukum ada lah  merupakan  perbua tan  melawan  hukum 

karena  Pengad i l an  te lah  mempert imbangkan  bukt i  sura t  

yang  palsu  ;

- Bahwa  se la i n  dar i  perbua tan  Terguga t  I  melakukan  

pemalsuan  tanda tangan  DG.  Gass ing  seh ingga  te rb i t  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  7  atas  nama La  Sambo Ntewo 

dengan  Nomor  Sura t  Ukur  :  98/1975  yang  te r l e t a k  di  

Kelu rahan  Watu- Watu,  agar  memuluskan  perbuatan  melawan  

hukumnya,  Tergugat  I  te l ah  memanipu las i  seo lah - olah  

te lah  keh i l angan  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  (SHM)  No.  7  atas  

nama La  Sambo Ntewo  dengan  Nomor  Sura t  Ukur  :  98/1975  

yang  te r l e t a k  di  Kelu rahan  Watu- Watu,  dan  dengan  adanya  

laporan  keh i l angan  dar i  Terguga t  I  kemudian  Tergugat  IV  

mengumumkan  keh i l angan  ser t i f i k a t  te rsebu t ,  seh ingga  

di t e rb i t k an  kembal i  ser t i f i k a t  penggant i  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  (SHM) No.  7 atas  nama La Sambo Ntewo dengan  Nomor  

Sura t  Ukur  :  98/1975  yang  te r l e t a k  d i  Kelurahan  Watu-

Watu,  akan  te tap i  karena  Tergugat  I  sudah  te r l an j u r  

memanipu las i  te rb i t n ya  Ser t i f i k a t  te rsebu t  namun tanah  

yang  di i ng i nkan  Terguga t  I  ada lah  tanah  mi l i k  Penggugat -

Penggugat  yang  te r l e t a k  di  Kelu rahan  Kemaraya,  o leh  

Tergugat  I  te l ah  berko lus i  dengan  Tergugat  IV  dengan  

melakukan  perbua tan  melawan  hukum  menerb i t kan  lag i  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  (SHM)  No.  7  atas  nama La  Sambo 

Ntewo dengan Nomor Sura t  Ukur  :  98/1975  yang  te r l e t a k  d i  

Kelu rahan  Watu- Watu  akan  te tap i  te r l e t a k  di  Kelu rahan  

Kemaraya  ;

- Bahwa penerb i t an  atas  2  (dua)  ser t i f i k a t  dengan  nomor  

yang  sama  dengan  le tak  lokas i  yang  berbeda ,  

penerb i t annya  di l akukan  masih  te tap  menunjuk  pengumuman 

keh i l angan  seper t i  te rb i t n ya  ser t i f i k a t  penggant i  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  (SHM)  No.  7  atas  nama La  Sambo 
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Ntewo dengan Nomor Sura t  Ukur  :  98/1975  yang  te r l e t a k  d i  

Kelu rahan  Watu- Watu,  ya i t u  pengumuman  yang  sama  Ic .  

Pengumuman  Ser t i f i k a t  h i l ang  diha r i an  media  k i t a  

kendar i ,  pengumuman I  tangga l  19  Agustus  1996  dengan  

penganta r  pengumuman  dar i  Kanto r  Per tanahan  Kodya  

Kendar i  tangga l  12  Agustus  1996  No.  

151.1 /334 /PKP/VI I I / 9 6  dan  pengumuman  kedua  tangga l  22  

Maret  1997  dengan  penganta r  pengumuman  dar i  Kantor  

Per tanahan  Kodya  Kendar i  tangga l  19  Maret  1997  No.  

151.1 .120 - 1997 ;

- Bahwa  pada  tangga l  30  Apr i l  2007  Terguga t  I  te lah  

melakukan  manipu las i  data  dengan  membuat  Sura t  

Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  yang  dike tahu i  

o leh  Kepala  Kelu rahan  Lahudape  (M.  Nasru l l a h ,  SH)  ha l  

mana  is i  pernya taan  bahwa  bidang  tanah  tersebut  

dipero leh  dar i  lahan  negara  secara  pengolahan  sejak  

tahun  1974  secara  terus  menerus  serta  t idak  di jad ikan  

jaminan  suatu  hutang  dan t idak  dalam sengketa  dan  sura t  

pernya taan  a  quo  di  atas  digunakan  sebaga i  dasar  

permohonan  hak  mi l i k  yang  dia jukan  kepada  Kepala  Kanto r  

Badan Per tanahan  Nasiona l  Kota  Kendar i  ;

- Bahwa atas  permohonan  hak  mi l i k  yang  dia jukanTerguga t  I  

kepada  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Kendar i ,  maka 

di t e rb i t k an l ah  SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN 

KOTA KENDARI NOMOR :  207  – 502.1  – 54.4  – 2007  Tentang  

PEMBERIAN HAK MILIK  ATAS NAMA Drs .  H.  La  Sambo Ntewo 

atas  tanah  di  Kelu rahan  Lahundape  Kecamatan  Kendar i  

Bara t ,  sebaga imana  da lam  poin t  per tama  keputusannya  

dinya takan  bahwa  memberikan  kepada  Drs.  H.  Lasambo 

Ntewo bertempat  t inggal  di  Jalan  Mal ik  IV  No.  8 C Kota  

Kendar i  Hak  Mil ik  atas  sebidang  tanah  yang  ber laku  

sejak  tanggal  penetapannya  di  Kantor  Pertanahan  Kota  

Kendar i  seluas  791  M² ( tu juh  ratus  sembi lan  puluh  satu  

meter  persegi ) ,  sebagaimana  diura ikan  dalam surat  ukur  

tanggal  18  Agustus  2007  Nomor  :  16/Lahundape/2007  

ter l e t ak  di  Kelurahan  Lahundape,  Kecamatan  Kendar i  
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Barat  Kota  Kendar i  propins i  Sulawesi  Tenggara  ;

- Bahwa  Terguga t  I  te lah  melakukan  pemalsuan  kete rangan  

saat  mengajukan  permohonan hak  mi l i k  te r t angga l  30 Apr i l  

2007  kepada  Kepala  Kanto r  Badan  Per tanahan  Kota  Kendar i  

dengan  menyatakan  bahwa  asa l  usu l  kepemi l i k an  tanah  

Tergugat  I  (saa t  in i ,  ba ik  se lu ruhnya  ataupun  sebahag ian  

menjad i  ob jek  sengketa )  berasa l  dar i  tanah  negara  yang  

dipe ro l eh  secara  pengo lahan  se jak  tahun  1974,  padaha l  

da lam  perkara  Nomor  :  27/PDT/1994 /PN.KDI  yang  te l ah  

berkekua tan  hukum te tap ,  Terguga t  I  menyatakan  bahwa 

asa l  usu l  kepemi l i k an  tanah  (ob jek  sengketa )  d i  pero leh  

dar i  gant i  kerug ian  anta ra  Dg.  Gassing  dan  La  Sambo 

Ntewo  te r t angga l  5- 6- 1974  ( te r t anda  P.1- hi tam)  dan  

kemudian  oleh  Pengadi l an  Neger i  Kendar i  te l ah  

mempert imbangkan  bukt i  a  quo  te rsebu t  dan  mengabulkan  

gugatan  Penggugat  (Terguga t  I )  ;

- Bahwa pada  tangga l  21  Desember  2007  Terguga t  I  menjua l  

ob jek  tanah  kepada  Terguga t  I I  yang  masuk  da lam  objek  

sengketa  di  hadapan  Notar i s /PPAT  Agus  Jaya,  SH.  

(Terguga t  I I I )  dengan  Akta  Jua l  Bel i  No.  199/Kendar i  

Bara t /X I I / 2 007 ,  dan  dengan  dasar  Akta  Jua l  Bel i  No.  

199/Kendar i  Bara t /X I I / 2 007  p ihak  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Kota  Kendar i  (Terguga t  IV)  menerb i t kan  

Ser t i f i k a t  Hak  Guna Bangunan  (SHGB)  No.  0001/Ke lu rahan  

Lahundape/2007  dengan luas  ± 2.625  m² dengan batas - batas  

sebaga imana te ru ra i  da lam gugatan  :

- Bahwa  te rhadap  ob jek  tanah  yang  di  jua l  Tergugat  I  

kepada  Tergugat  I I  berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  No.  

199/Kendar i  Bara t /X I I / 2 007  yang  te lah  di te rb i t k an  

Ser t i f i k a t  Hak  Guna  Bangunan  (SHGB)  oleh  Terguga t  IV  

atas  nama Tergugat  I  yang  masuk  keda lam  objek  sengketa  

se luas  ± 146  m²  dengan  batas - batas  sebaga imana  te ru ra i  

da lam gugatan ;  

- Bahwa  dengan  ber l i ndung  diba l i k  penguasaan  objek  

sengketa  atas  dasar  eksekus i  dan  atas  bukt i  sura t  yang  

palsu ,  untuk  member ikan  per l i ndungan  hukum  kepada  
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Penggugat - Penggugat  atas  objek  sengketa  a  quo  agar  

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  t i dak  boleh  memindah  

tangankan  objek  sengketa ,  maka  ada lah  patu t  menuru t  

hukum di l e t akan  s i t a  jaminan  atas  objek  sengketa  a  quo  

te rsebu t  ;

- Bahwa oleh  karena  ala t  bukt i  yang  dia jukan  ada lah  ala t  

bukt i  sura t  yang  palsu ,  dan  penguasaan  objek  sengketa  

oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  saat  in i  berdasar  pada  

pelaksanaan  eksekus i ,  d imana  eksekus i  te rsebu t  meru juk  

pada  suatu  putusan  Pengad i l an  yang  mana  putusan  

Pengad i l annya  pun  memper t imbangkan  suatu  bukt i  sura t  

pa lsu ,  maka  adalah  adi l  dan  patu t  menuru t  hukum Ketua  

Pengad i l an  Neger i  Kendar i  menyatakan  bahwa  penguasaan  

atas  objek  sengketa  adalah  merupakan  suatu  perbua tan  

melawan  hukum  dan  o leh  karenanya  sangat  ad i l  pula  

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  atau  s iapapun  yang  mendapat  

hak  dar i  padanya  dihukum  untuk  menyerahkan  objek  

sengketa  tanpa  syara t  dan  tanpa  beban  apapun  kepada  

Penggugat - Penggugat  dan te rhadap  sura t - sura t  yang  te rb i t  

ba ik  atas  nama Tergugat  I  dan Tergugat  I I  maupun kepada  

pihak  ket i ga  la i nnya  agar  dinya takan  t i dak  sah  atau  

set i daknya  dinya takan  t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum 

yang  mengika t  atas  objek  sengketa  ;

- Bahwa  karena  Penggugat - Penggugat  mempero leh  tanah  

te rpe rka ra  a  quo  secarah  sah,  maka  sega la  sura t - sura t  

yang  te rb i t  dan  dimi l i k i  Penggugat - Penggugat  harus  

dinya takan  sah  dan  mempunya i  kekuatan  hukum  yang  

mengika t  atas  tanah  sengketa  a quo ;

- Bahwa  berdasarkan  se lu ruh  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  

Penggugat  mohon  kepada  Yang  Mul ia  Ketua  Pengad i l an  

Neger i  Kendar i  Cq.  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perkara  a  quo  berkenan  menja tuhkan  putusan  

yang  amarnya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :

1. Mener ima  dan  mengabu lkan  gugatan  Penggugat  

se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  s i t a  jaminan  atas  objek  sengketa  
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ada lah  sah dan berharga  ;

3. Menyatakan  bahwa  Penggugat - Penggugat  adalah  

pemi l i k  sah  atas  objek  sengketa  seh ingga  sega la  

sura t - sura t  yang  te rb i t  atas  nama  Penggugat -

Penggugat  atas  objek  sengketa  ada lah  sah  dan  

mengika t  atas  objek  sengketa  ;

4. Menyatakan   bahwa  Tergugat  I  menggunakan  sura t  

pa lsu  te rsebu t  Adalah  merupakan  perbua tan  

melawan hukum dan penerb i t an  SHM No.  7 atas  nama 

La Sambo Ntewo dengan  Nomor  Sura t  Ukur  :  98/1975  

yang  te r l e t a k  di  Kelu rahan  Watu- Watu,  dan  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  (SHM)  No.  7  atas  nama La  

Sambo Ntewo  dengan  nomor  sura t  ukur  :  98/1975  

yang  te r l e t a k  di  Kelu rahan  Kemaraya  adalah  

merupakan  perbua tan  melawan  hukum,  oleh  

karenanya  t i dak  berkekua tan  hukum mengika t  atas  

objek  sengketa  ;

5. Menyatakan  bahwa  pelaksanaan  eksekus i  atas  

putusan  Pengadi l an  Neger i  Kendar i  No.  

27/PDT/PN.KDI  yang  berdasar  pada  adanya  bukt i  

sura t  pa lsu  yang  dia j ukan  oleh  Tergugat  I ,  maka 

penguasaan  objek  sengketa  o leh  Tergugat  I  

sete lah  pelaksanaan  eksekus i  merupakan  perbua tan  

melawan hukum ;

6. Menyatakan    bahwa    perbuatan    Terguga t   I  

yang   melakukan   jua l   be l i  

dengan  Tergugat  I I  d ihadapan  Terguga t  I I I  seh ingga  

te lah  menerb i t kan  Akta  Jua l  Bel i  No.  199/Kendar i  

Bara t /X I I / 2 007  te r t angga l  21  Desember  2007  ada lah  

perbua tan  melawan hukum ;

7. Menyatakan  hukumnya  Tergugat  IV  yang  menerb i t k an  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  (SHM)  No.  7  atas  nama La  

Sembo Ntewo  dengan  Nomor  Sura t  Ukur  :  98/1975  

yang  te r l e t a k  di  Kelu rahan  Watu- Watu  dan  

kemudian  menerb i t kan  lag i  No.  7  atas  nama  La  

Sembo Ntewo  dengan  Nomor  Sura t  Ukur  :  98/1975  
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yang  te r l e t a k  di  Kelu rahan  Kemaraya  dengan  

menggunakan  pengumuman  yang  sama  sebaga imana  

pos i t a  di  atas  ada lah  merupakan  perbua tan  

melawan hukum ;

8. Menyatakan  hukumnya  Tergugat  IV  yang  menerb i t k an  

Ser t i f i k a t  Hak Guna Bangunan  No.  00001  atas  nama 

Drs .  Lasambo  Ntewo  dengan  Nomor  Sura t  Ukur  :  

24/Lahundape/07  yang  te r l e t a k  di  Kelu rahan  

Lahundape  ada lah  perbua tan  melawan hukum ;

9. Menyatakan    bahwa   sega la    sura t - sura t    yang  

te rb i t    ba ik    atas  nama 

Tergugat  I  dan Tergugat  I I  maupun pihak  ket i ga  la i nnya  

atas  objek  sengketa  adalah  t i dak  sah  t i dak  mempunya i  

kekuatan  hukum yang  mengika t  atas  objek  sengketa  ;

10. Menghukum Tergugat  I ,  Tergugat  I I  dan/a tau  s iapa  

sa ja  yang  menguasa i  ob jek  sengketa  te rsebu t  

untuk  mengembal i kan  dan/a tau  menyerahkan  objek  

sengketa  kepada  Penggugat  dengan  tanpa  syara t  

dan atau  tanpa  beban ;

11. Menghukum para  Tergugat  membayar  biaya  perkara  ;

Menimbang,  bahwa  pada  har i  s idang  yang  di ten tukan  untuk  

kepent i ngan  Penggugat   te l ah  datang  menghadap  kuasanya :  

NASRUDDIN,  SH,  dan  BARON HARAHAP,  SH ,  sedangkan  untuk  

kepent i ngan   Tergugat  I  te l ah  datang  menghadap  kuasanya  

AFIRUDIN  MATHARA,  SH dan  MASRI  SAID,  SH,  juga  Tergugat  I I  

yang  diwak i l i  o leh  kuasanya  SALKONI,  SH.MH ,  Dkk,  Tergugat  

I I I  yang  diwak i l i  o leh  kuasanya  1.  MUSTARING LIN  ARIFIN,SH,  

2.  IBRAHIM,  SH dan  3.  NUR RAMADHAN ,  SH.MH dan  Tergugat  IV  

yang  diwak i l i  o leh  kuasanya  1.  H.  ABDUL RAHMAN, SH,  M.Si  ,  

dan  2.  MUH.  ILHAM  YAMIN,  SH  juga  datang  menghadap  di  

pers i dangan  ;

Menimbang,  bahwa kemudian  Maje l i s  Hakim berusaha  mendamaikan  

kedua  belah  pihak  yang  berperka ra ,  dengan  menunjuk  Hakim 

HERIANTO,  SH  sebaga i  Hakim  Media to r  berdasarkan  Sura t  

Penetapan  Nomor  25/Pen.Pd t .G /2010 /PN.Kd i  tangga l  05  Mei  2010  
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sesua i  dengan  Pera tu ran  Mahkamah Agung RI   No.1  tahun  2008  ,  

akan  te tap i  upaya  untuk  mendamaikan  para  pihak  t i dak  

berhas i l ,  sesua i  dengan  pernya taan  Hakim Media to r  te r t angga l  

2 Jun i   2010 ;   

Menimbang,  bahwa oleh  karena  para  p ihak  t i dak  dapat  berdamai  

maka  pemer iksaan  perkara  di l angsungkan  yang  diawal i  dengan  

pembacaan  sura t  gugatan  te rsebu t   d ia tas ,  d imana  pihak  

penggugat  te tap  pada gugatannya  ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  te rsebu t  para  te rguga t  te lah  

member ikan  jawaban  yang pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :

Jawaban Tergugat  I  :

Dalam  Ekseps i   :

1.  Gugatan  Ne Bis  In  Idem
- Bahwa  objek  sengketa  dalam  perkara  in i  adalah  bidang  

tanah  yang  juga  menjad i  ob jek  sengketa  atau  set i dak -

t i daknya  adalah  bag ian  dar i  ob jek  sengketa  dalam perkara  

yang  te l ah  dipu tus  sebe lumnya  yang  putusannya  te l ah  

berkekua tan  hukum te tap  (bahkan  te l ah  d ieksekus i ) ,  ya i t u  

ber tu ru t - tu ru t  :

- Putusan  Pengadi l an  Neger i  Kendar i  Nomor  :  

27/Pdt .G /1994 /PN.Kd i  tangga l  27 Oktober  1994 ;

-  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Sulawes i  Tenggara  Nomor  :  

13/PDT/1995  tangga l  5 Jun i  1995 ;

- Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  2424  K/Pdt /1995  

tangga l  12 Maret  1996 (Kasas i )  ;

- Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  477  PK/Pdt /1997  

tangga l  17 Pebruar i  1998 (PK)  ;

- Bahwa  Penggugat  I  dan  Penggugat  I I  ser ta  Tergugat  I  

da lam perkara  in i  ada lah  pihak- pihak  dalam perkara  yang  

putusannya  te l ah  berkekua tan  hukum  te tap  sebaga imana  

disebu tkan  di  atas .  Dalam perkara  te rsebu t ,  Tergugat  I  

da lam perkara  in i  berpos i s i  sebaga i  Penggugat  sedangkan  

Penggugat  I  dan  Penggugat  I I  berpos i s i  sebaga i  Tergugat  

I  dan I I  ;
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- Bahwa Oleh  karena  subyek ,  ob jek  dan pokok  sengke ta  da lam 

perkara  in i  secara  subtans ia l  memi l i k i  kesamaan  dengan  

perkara  yang  te l ah  dipu tus  sebe lumnya  dan  putusannya  

te lah  berkekua tan  hukum  te tap  maka  menuru t  keten tuan  

pasa l  1917  BW,  dokt r i n  I lmu  Hukum dan  yur i sp rudens i  

Mahkamah  Agung,  da lam  perkara  in i  je l as - je l as  meleka t  

unsur  ne  bis  in  idem  seh ingga  gugatan  para  Penggugat  

bera lasan  hukum untuk  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

- Bahwa  apab i l a  Maje l i s  Hakim  t i dak  sependapat  dengan  

Tergugat  I  untuk  menyatakan  perkara  in i  secara  fo rm i l  

te rkandung  ne  bis  in  idem,  Terguga t  I  mohon  k i ranya  

Maje l i s  Hakim  memper t imbangkan  alasan  ekseps i  gugatan  

prematu r  dengan argumentas i  yang diu ra i kan  d ibawah in i  :

2. Gugatan  Prematur

- Bahwa para  Penggugat  mendasarkan  gugatannya  pada  dal i l  

adanya  sura t  pa lsu  (Surat  Keterangan  Gant i  Kerugian)  

anta ra  Dg.  Gass ing  dengan  La Sambo Ntewo yang  di j ad i kan  

Tergugat  I  sebaga i  bukt i  da lam perkara  yang  disebu tkan  

pada  alasan  Ekseps i  but i r  1  di  atas  dan  d i j ad i kan  pu la  

sebaga i  dasar  penguasaan  objek  sengketa  ;  

- Bahwa vers i  para  Penggugat ,  sura t  te rsebu t  pa lsu  hanya  

berdasarkan  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Labora to r i s  

Kr im ina l i s t i k  Barang  Bukt i  (Tanda  Tangan)  Nomor  Lab  :  

714/DTF/2007  tangga l  23  November  2007  dengan  kes impu lan  

tanda  tangan  Dg.  Gass ing  dalam  Sura t  Keterangan  Gant i  

Rugi  te r sebu t  (QT)  dengan tanda  tangan  Dg.  Gassing  da lam 

dokumen pembanding  (KT)  adalah  non  iden t i k  atau  sebaga i  

tanda  tangan  yang  berbeda  ;

- Bahwa kes impu lan  para  Penggugat  te rsebu t  sangat  teburu -

buru ,  menginga t  pa lsu  t i daknya  sebuah  sura t  hanya  dapat  

d ipas t i k an  sete lah  adanya  putusan  pidana  yang  te l ah  

berkekua tan  hukum te tap  ;

- Bahwa benar ,  perkara  dugaan  sura t  pa lsu  te rsebu t  te l ah  

di l apo rkan  d i  Kepol i s i an  oleh  Penggugat  dan  saat  in i  

sementa ra  dalam  proses  d i t i ngka t  Kasas i .  Pengad i l an  

Neger i  Kendar i  te lah  menja tuhkan  putusan  mengabulkan  
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nota  kebera tan  (ekseps i )  Penas iha t  Hukum  te rdakwa  

(Terguga t  I )  seh ingga  tanpa  memer iksa  pokok  perkara  

(pembukt i an ) ,  Maje l i s  Hakim  perkara  a  quo  pada  tangga l  

27  Mei  2009  menja tuhkan  putusan  Nomor  :  

159/P id .B /2009 /PN.Kd i  dengan  amar  “Menyatakan  hak  

penuntutan  Penuntut  Umum terhadap  terdakwa  Drs.  La  

Sambo Ntewo hapus karena  lewat  waktu”  .  

- Bahwa  putusan  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  Nomor  :  

159/P id .B /2009 /PN.Kd i  tangga l  27 Mei  2009 te rsebu t  te l ah  

pula  dikua tkan  Pengadi l an  Tingg i  Sulawes i  Tenggara  dan  

saat  in i  perka ra  a  quo  sementara  dalam  pemer iksaan  d i  

t i ngka t  Kasas i  atas  Permohonan  Kasas i  yang  d ia j ukan  

Penuntu t  Umum ;

- Bahwa has i l  pemer i ksaan  Labora to r i s  yang di j ad i kan  dasar  

da l i l  gugatan  Penggugat  adalah  bahan  mentah  yang  masih  

harus  diu j i  mela lu i  proses  pembukt i an  pidana ,  has i l  

pemer i ksaan  Labora to r i s  te rsebu t  sama  seka l i  t i dak  

menentukan  pa lsu  t i daknya  sebuah  sura t  te tap i  hanya  

menentukan  iden t i k  t i daknya  barang  bukt i  dengan  dokumen 

pembanding  ;

- Bahwa  dengan  demik ian  je l as  te rbuk t i ,  dugaan  adanya  

sura t  pa lsu  yang  di j ad i kan  dasar  dan  alasan  para  

Penggugat  memperkarakan  tanah  ob jek  sengke ta  masih  

sangat  te rgan tung  pada  putusan  pidana ,  ha l  in i  te r l epas  

dar i  fak ta  hukum bahwa putusan  di  dua  t i ngka t  perad i l an  

(Pengad i l an  Neger i  Kendar i  dan  Pengadi l an  Tingg i  

Sulawes i  Tenggara )  sama  seka l i  t i dak  memer iksa  

mater i / pokok  perkara  karena  penuntu tan  perkara  dugaan  

pemalsuan  te rsebu t  te lah  daluarsa  ;

- Bahwa dengan argumentas i  yur i d i s  yang  diu ra i kan  di  atas ,  

t i dak  membantah  lag i  gugatan  yang  dia j ukan  para  

Penggugat  dengan  dasar  dan  a lasan  dugaan  sura t  pa lsu  

ada lah  gugatan  yang  PREMATUR karena  mest inya  gugatan  

dengan  alasan  sura t  pa lsu  tepa t  untuk  dia j ukan  sete lah  

adanya  putusan  p idana  yang  menyatakan  te rbuk t i  adanya  

sura t  pa lsu  ;
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- Bahwa oleh  karena  gugatan  para  Penggugat  Prematur  maka 

bera lasan  b i l a  gugatan  para  Penggugat  dinya takan  t i dak  

dapat  d i te r imanya  ;

Dalam Pokok Perkara  :

1. Bahwa t i dak  benar  para  Penggugat  sebaga i  pemi l i k  tanah  

sengketa  seper t i  yang  d ida l i l k a n  di  da lam  gugatannya ,  

apa lag i  dengan  dasar  penguasaan  dan  pengo lahan  se jak  

tahun  1969/1970  yang  didukung  oleh  Sura t  Keterangan  

Pengolahan  o leh  Kepala  Desa Kemaraya  (Mboy)  ;

2. Bahwa  Sura t  Keterangan  Pengo lahan  Tanah  Negara  Bebas  

yang  di t e r b i t k an  oleh  Mboy  (Kepa la  Desa/Kampung  

Kemaraya)  ada lah  hal  baru  yang  patu t  d i ragukan  

kebenarannya .  Kuat  dugaan  sura t  te rsebu t  baru  

“ diadakan”  o leh  para  Penggugat  karena  bi l a  benar  ( quad  

non)  sura t  te rsebu t  d ibua t / d i t e r b i t k aan  oleh  Mboy 

(Kepa la  Desa/Kampung  Kemaraya)  maka  Sura t  Keterangan  

Pengolahan  dimaksud  past i  d igunakan  sebaga i  bukt i  o leh  

para  Penggugat  da lam  perkara  te rdahu lu  dengan  Tergugat  

I ,  kenyataannya  Sura t  Keterangan  Pengolahan  te rsebu t  

be lum ada  saat  pembukt i an  perkara  te rdahu lu  ya i t u  pada  

tahun  1994 ;

3. Bahwa t i dak  benar  da l i l - da l i l  kepemi l i k an  para  Penggugat  

atas  ob jek  sengketa  yang  dikemukakan  dalam  gugatannya ,  

da l i l - da l i l  te rsebu t  ada lah   pengu langan  dar i  da l i l -

da l i l  para  Penggugat  da lam  perkara  te rdahu lu  dengan  

Tergugat  I  seh ingga  secara  yur i d i s  da l i l - dal i l  mengenai  

kepami l i k an  para  Penggugat  te r sebu t  te lah  di l umpuhkan  

oleh  kekuatan  hukum ber l akunya  :

- Putusan  Pengadi l an  Neger i  Kendar i  Nomor  :  

27/Pdt .G /1994 /PN.Kd i  tangga l  27 Oktober  1994 ;

-  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Sulawes i  Tenggara  Nomor  :  

13/PDT/1995  tangga l  5 Jun i  1995 ;

- Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  2424  K/Pdt /1995  

tangga l  12 Maret  1996 (Kasas i )  ;

- Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  477  PK/Pdt /1997  
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tangga l  17 Pebruar i  1998 (PK)  ;

4. Bahwa  tanah  objek  sengketa  secara  fo rm i l  dan  mater i l  

ada lah  sah  mi l i k  Terguga t  I ,  kepemi l i k an  mana  te l ah  

dipe r t imbangkan  secara  sempurna  sesua i  dengan  ka idah-

ka idah  hukum pembukt i an  oleh  4  (empat )  Maje l i s  Hakim 

secara  ber jen j ang  dar i  t i ngka t  Per tama,  t i ngka t  Banding ,  

t i ngka t  Kasas i  h ingga  t i ngka t  Penin jauan  Kembal i  (PK)  

yang  menjad i  puncak  dan akh i r  proses  perad i l an  perda ta  ;

5. Bahwa putusan  semua jen jang  perad i l a n  yang  memenangkan  

Tergugat  I  da lam  perkara  te rdahu lu  didasarkan  pada  

pen i l a i a n  pembukt i an  yang  sah ih  ba ik  bukt i  sura t ,  saks i -

saks i  maupun  fak ta  lapangan  mengenai  penguasaan  dan  

penge lo l aan  Terguga t  I  secara  te rus  menerus  atas  objek  

sengketa  se jak  tahun  1974/1975  ;

6. Bahwa  pero lehan /pemi l i k an  penguasaan  Tergugat  I  atas  

objek  sengketa  d idasarkan  pada  pembel i an  dar i  Dg.  

Gass ing  pada  tahun  1974  sesua i  dengan  Sura t  Keterangan  

Gant i  Kerug ian  tangga l  5 – 6 – 1974 yang  d i t anda  tangan i  

o leh  Dg.  Gassing .  Oleh  karena  i t u  sesungguhnya  t i dak  ada  

yang  palsu  da lam sura t  te rsebu t  ba ik  i s i nya  maupun tanda  

tangannya .  Sejak  saat  i t u  Tergugat  I  menguasa i  dan  

mengolah  tanah  objek  sengketa  menjad i  empang/ tambak  

tanpa  ada  gangguan/kebera tan  dar i  s iapapun  h ingga  

akh i rnya  Tergugat  mendaf ta r kan  pemi l i k an /mengurus  

penser t i f i k a t a n  tanah  objek  sengketa  ;

7. Bahwa  ihwa l  pero lehan  Tergugat  I  atas  objek  sengketa  

dalam  perkara  te rdahu lu  se la i n  te lah  dibuk t i k an  dengan  

bukt i - bukt i  pemi l i k an  yang  sah juga  d ibenarkan /d i kua t kan  

oleh  kete rangan  saks i - saks i  anta ra  la i n  Kat ja  Sumaedah  

( i s t e r i  Dg.  Gass ing)  dan  A.R  Dja la l udd in  (Kepa la  

Lingkungan  Kemaraya  saat  te r j ad i  jua l  be l i ) ,  La  Her i ,  

Sunard i ,  Sulaeman dan  la i n - la i n .  Keterangan  saks i - saks i  

te rsebu t  secara  tegas  membenarkan  pemi l i k an  Tergugat  I  

atas  objek  sengketa  ;

8.   Bahwa  seba l i knya ,  bukt i - bukt i  yang  d i j ad i kan  dasar  

kepemi l i k an  o leh  Penggugat  I  dan  Penggugat  I I  da lam 

16

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

perkara  te rdahu lu  yang  dikemukakan  kembal i  da lam gugatan  

para  Penggugat  berupa  Sura t  Keterangan  No.  140/KR/ I / 1992  

untuk  Penggugat  I  dan  Sura t  Keterangan  No.  34/KR/ I / 1992  

te lah  dinya takan  t i dak  sah  bahkan  saks i  Asr i  Bina  se laku  

pejaba t  yang  mengeluarkan  kedua  sura t  te rsebu t  (Lurah  

Kemaraya)  secara  tegas  te l ah  menyatakan  di  pers i dangan  

bahwa  Surat  Keterangan  No.  140/KR/ I / 1992  dan  Surat  

Keterangan  No.  34/KR/ I / 1992  t idak  dibuat  dengan  

sebenarnya  karena  di tandatangani  oleh  saksi  tanpa  

menel i t i  kebenarannya ter leb ih  dahulu  ;

9.    Bahwa fak ta  te rsebu t  membukt i kan  bahwa para  Penggugat  

sesungguhnya  mengkla im  tanah  objek  sengketa  dengan  bukt i -

bukt i  pemi l i k an  yang  t i dak  sah  dan te lah  dinya takan  t i dak  

berkekua tan  hukum  oleh  putusan  pengad i l an  yang  te lah  

berkekua tan  hukum te tap  ;

10.   Bahwa seba l i knya ,  bukt i - bukt i   pemi l i k an   Tergugat  I  

atas  objek  sengketa  te lah  

dikukuhkan  sebaga i  bukt i  sah  pemi l i k an  objek  sengke ta  

utamanya  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  7/Kemaraya  Sura t  Ukur  

No.  98/1975  atas  nama Tergugat  I  ;

11.  Bahwa penerb i t an  maupun  penggant i an  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  7/Kemaraya  Sura t  Ukur  No.  98/1975  te rsebu t  

te lah  di l akukan  oleh  ins tans i  yang  berwenang  (Terguga t  

IV)  sesua i  dengan  prosedur  dan  keten tuan  hukum  yang  

ber laku .  Tergugat  I  hanya  memi l i k i  satu  buah  Ser t i f i k a t  

Hak  Mi l i k  Nomor  7  yang  objeknya  te r l e t a k  d i  Kelu rahan  

Kemaraya  ;

12.  Bahwa  tud ingan  para  Penggugat  mengenai  keberadaan  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  7  Sura t  Ukur  No.  98/1975  yang  

te r l e t a k  d i  Kelu rahan  Watu- Watu  d iban tah  secara  tegas  

oleh  Tergugat  I .  Dal i l  para  Penggugat  te rsebu t  t i dak  

leb ih  dar i  sekedar  propaganda  untuk  mengesankan  

keberadaan  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  7/Kemaraya  Sura t  Ukur  

No.  98/1975  sebaga i  bukt i  pemi l i k an  yang  t i dak  sah,  o leh  

karena  i t u  Tergugat  I  memohon kepada  Maje l i s  Hakim untuk  

mengabaikan  propoganda  para  Penggugat  te rsebu t  ;
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13.  Bahwa penerb i t an  Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  

Bidang  Tanah  tangga l  30 Apr i l  2007  d idasarkan  pada  data -

data  yang  sah  dan  fak tua l  seh ingga  tud ingan  para  

Penggugat  yang  menyatakan  Sura t  Pernya taan  te rsebu t  

d ibua t  berdasarkan  data  yang  dimanipu las i  adalah  tud ingan  

yang  t i dak  benar  dan tendens ius ,  o leh  karena  i t u  diban tah  

dengan tegas  oleh  Tergugat  I  ;

14.   Bahwa  Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  

tangga l  30 Apr i l  2007 yang  iku t  d i t anda tangan i  o leh  Lurah  

Lahundape  te rsebu t  d ibua t  dan  digunakan  Tergugat  I  untuk  

melengkap i  persyara tan  penerb i t an  Ser t i f i k a t  s isa  tanah  

mi l i k  Terguga t  I  yang  belum  masuk  dalam  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  7/Kemaraya  dan  atas  dasar  Sura t  Pernya taan  

te rsebu t  Tergugat  IV  menerb i t k an  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

atas  nama Tergugat  I  ;

15.  Bahwa  tanah  yang  dimohonkan  penser t i f i k a t a nnya  

belakangan  oleh  Tergugat  

I  te rsebu t  d i  atas  ada lah  satu  kesatuan  asa l  dengan  objek  

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  7 ya i t u  se lu ruhnya  berasa l  dar i  

Dg.  Gass ing  namun karena  Kanto r  Per tanahan  Kota  Kendar i  

mensyara t kan  keharusan  adanya  pernya taan  te rsebu t  d ibua t  

akan  te tap i  t i dak  bera r t i  keberadaan  Sura t  Pernya taan  

Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  ber to l ak  be lakang  atau  

sa l i ng  melemahkan  dengan  Sura t  Keterangan  Gant i  Kerug ian  

anta ra  Dg.  Gass ing  dengan  Tergugat  I  ;

16.  Bahwa  dengan  rea l i t a s  te rsebu t  d i  atas  maka 

pemi l i k an ,  penguasaan  dan  pera l i han  sebag ian  tanah  ob jek  

sengketa  kepada  te rguga t  I I  te r j ad i  secara  sah  dan  

di l i n dung i  o leh  bukt i - bukt i  pemi l i k an  tanah  yang  kuat  dan  

oten t i k .  Oleh  karena  i t u  pemi l i k an  dan  penguasaan  

Tergugat  I I  atas  tanah  objek  sengketa  te rsebu t  ada lah  

lega l  dan  dengan  i t i k a t  ba ik  seh ingga  patu t  mendapatkan  

per l i n dungan  hukum ;

17.  Bahwa seba l i k nya ,  gugatan  Penggugat  adalah  gugatan  

i l u s i one r  dan  speku la t i f  ser ta  t i dak  didukung  alasan  

yur id i s  untuk  dipe r t imbangkan  ;
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18.  Bahwa dal i l - da l i l  gugatan  para  Penggugat  yang  t i dak  

dibe r i  tanggapan  secara  deta i l  dan  tegas ,  mohon dianggap  

di t o l a k  se lu ruhnya  o leh  Tergugat  I  ;

Bahwa berdasarkan  kese lu ruhan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  dengan  

in i  Tergugat  I  memohon  kepada  Maje l i s  Hakim  perkara  in i  

k i r anya  berkenan  mener ima  Jawaban  in i  la l u  menja tuhkan  

putusan  dengan amar  :

Dalam Ekseps i  :

1. Mener ima  dan mengabu lkan  Ekseps i  Tergugat  I  ; ’

2. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  

(n ie t  ontvanke l i j k  verk l aa rd ) ;

3. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  

perkara  in i  ;

Dalam Pokok  Perkara  :

1. Menolak  gugatan  para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menghukum para  Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  

perkara  in i  ;

JAWABAN TERGUGAT I I

Dalam Ekseps i  :

1.   Bahwa Penggugat  sebe lumnya  te l ah  melakukan  gugatan  yang  

sama  te rhadap  objek  yang  diguga t  dan  gugatan  te rsebu t  

te lah  dipu tus  oleh  Pengad i l an  yang  te l ah  berkekua tan  hukum 

te tap ,  anta ra  la i n ,  dapat  d ibuk t i k an  dengan  putusan  

Pengad i l an  ya i t u  Bahwa  te rhadap  ob jek  perkara  yang  sama 

pernah  dipermasa lahkan  o leh  Penggugat  te rhadap  Tergugat  I ,  

anta ra  la i n  dibuk t i k an               Putusan  Kasas i  

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  2424/K /Pd t / 1995  yang  dalam 

dik t um  putusan  :Menyatakan  bahwa  permohonan  kasas i  dar i  

para  Pemohon  Kasas i  I .  M.  Ar ie f  CS te rsebu t  t i dak  dapat  

d i t e r ima ,  Menghukum  para  pemohon  kasas i  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam t i ngka t  kasas i  in i  d i t e t apkan  sebanyak  

Rp.  50.000 , -  ( l ima  puluh  r ibu  rup iah ) .  Bahwa  Putusan  

Mahkamah Agung  RI  perkara  Penin jauan  Kembal i  Nomor  :  477  

19

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt /1997  anta ra  M.  Ar ie f  Dkk  melawan  La  Sambo  Ntewo 

yang  dalam  dik tum  putusan  Menolak  permohonan  Penin jauan  

Kembal i  dar i  pemohon- pemohon :  1.  M. Ar ie f   2.  Peta  In tang  

Ar ie f   3.  Drs .  Muh.  Saleh  B  4.  Drs .  M.  Yunus  Halmi   5.  

Drs .  Hambal i  Bibong   6.  Drs .  Yato  Pala r i   7.  Drs .  

Kamarudd in  Damang  te rsebu t ,  Menghukum  pemohon- pemohon 

pen in jauan  kembal i  membayar  biaya  perkara  da lam  t i ngka t  

pen in j auan  kembal i  in i  d i t e t apkan  sebanyak  Rp.  75.000 , -  

( tu j uh  puluh  l ima  r i bu  rup iah )  ;  

2.  Bahwa berdasarkan  fak ta  hukum berupa  putusan  Pengadi l an  

yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap  te rsebu t ,  maka  dengan  

send i r i n ya  secara  hukum gugatan  yang  dia j ukan  Penggugat  

dapat  d inya takan  Ne Bis  In  Idem  (excep t i on  van  gewi jde  

zaak)  ;

3.  Bahwa berdasarkan  Pasa l  1917  KUH Perda ta .  In t i  sar i  

dar i  keten tuan  te rsebu t ,  menyatakan  :

- Suatu  putusan  hak im yang  te l ah  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap ,  daya  kekuatan  dan  mengika tnya  te rba tas  sekedar  

mengenai  subtans i  putusan   i t u  ;

- Gugatan  ( tun tu tan )  yang  dia j ukan  dengan  da l i l  (dasar  

hukum)  yang  sama dan  dia jukan  o leh  dan  te rhadap  pihak  

yang  sama dalam hubungan  yang  sama pula  dengan  putusan  

hak im  yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap ,  maka  dalam 

gugatan  te rsebu t  meleka t  unsure  ne bis  in  idem atau  res  

jud i ca te  ;

- Oleh  karena  i t u ,  gugatan  i t u  harus  dinya takan  t i dak  

dapat  d i te r ima  (n ie t  ontvanke l i j k  verk l aa rd )  ;

4.  Bahwa te rhadap  kasus  perkara  yang  sama,  t i dak  dapat  

d ipe rka rakan  dua  ka l i .  Apabi l a  suatu  kasus  perkara  te lah  

pernah  d ia j ukan  ke  Pengadi l an ,  dan  te rhadapnya  te l ah  

di j a t uhkan  putusan ,  ser ta  putusan  te rsebu t  te l ah  

mempero leh  kekuatan  hukum  te tap  maka  te rhadap  kasus  

perkara  i t u ,  t i dak  boleh  lag i  d ia j ukan  gugatan  baru  untuk  

memperkarakannya  kembal i  ;

5.  Bahwa  oleh  karena  gugatan  yang  dia jukan  Penggugat  

merupakan  kasus  sengketa  yang  te l ah  dipu tus  hak im  dan  
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putusan  d imaksud  te l ah  berkekua tan  hukum  te tap  maka 

Tergugat  I I  mengajukan  ekseps i  neb is  in  idem  atau  res  

jud i ca ta  agar  pengad i l an  Neger i  Kendar i  menja tuhkan  

putusan  yang  menyatakan  gugatan  t i dak  dapat  d i t e r ima .  Hal  

i t u  di tegaskan  da lam  Yur i sp rudens i  Mahkamah Agung  RI  No.  

588  K/S ip /1973  yang  menyatakan ,  karena  dal i l  gugatan  yang  

dia j ukan  maupun  ob jek  dan  pihak- pihak  yang  bersengke ta  

sama  dengan  perkara  te rdahu lu ,  dan  perkara  yang  la l u  

te rsebu t  te lah  mendapat  putusan  dar i  Mahkamah  Agung  RI  

tangga l  19  Desember  1970,  No.  350  K/S ip /1970  maka gugatan  

yang  baru  te l ah  meleka t  ne  bis  in  idem,  seh ingga  gugatan  

baru  te rsebu t  harus  d inya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima ;  

6.  Bahwa berdasarkan  Yur i sp rudens i  Mahkamah Agung RI  No.  

619  K/Pdt /1984  dinya takan  bahwa  apa  yang  diguga t  dan  

dibenarkan ,  sama  dengan  apa  yang  disengke takan  dalam 

perkara  No.  50/1977  dan  te rnya ta  putusan  atas  perkara  

te rsebu t  te l ah  mempero leh  kekuatan  hukum te tap ,  sedangkan  

subyek  (p ihak )  maupun  obyek  ser ta  da l i l  te rkandung  da lam 

perkara  sekarang  sama dengan  yang  te rdapa t  da lam  perkara  

No.  50/1997 .  Oleh  karena  i t u ,  berdasarkan  pasa l  1917  KUH 

Perdata ,  dan  dalam  gugatan  sekarang  secara  fo rmi l  

te rkandung  unsure  ne  bis  in  idem,  seh ingga  gugatan  t i dak  

dapat  d i te r ima  ;

Berdasarkan  alasan  Ekseps i  yang  dia j ukan  oleh  Tergugat  I I  

patu t  untuk  di te r ima ,  dan memutuskan  :

1. Mener ima  Ekseps i  yang  dia jukan  oleh  Terguga t  I I  ;

2. Menyatakan  gugatan  Penggugat  di to l a k  untuk  

se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  

para  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  (n ie t  

ontvanke l i j k  verk l aa rd )

Dalam Pokok  Perkara  :

1. Bahwa  sega la  sesuatu  yang  te l ah  dikemukakan  di  

da lam  Ekseps i  te rsebu t  d i  atas  merupakan  bag ian  

dar i  jawaban  mengenai  pokok  perkara  a quo  seh ingga  
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harus  din i l a i  sebaga i  satu  kesatuan  yang  t i dak  

te rp i sahkan  ;

2. Bahwa  Tergugat  I I  menolak  secara  tegas  se lu ruh  

dal i l - da l i l  para  Penggugat  da lam gugatan  Penggugat  

mengenai  pokok  perkara ,  kecua l i  yang  diaku i  secara  

tegas  kebenarannya  oleh  Tergugat  I I  d i  da lam 

jawaban  mengena i  pokok  perkara  a quo ;

3. Bahwa para  Penggugat  mendal i l k an  dalam gugatannya ,  anta ra  

la i n  sebaga i  ber i ku t  :

3.1 . Bahwa Penggugat  I  dan  I I  sesua i  gugatan  Penggugat  

pada  ha laman  6  bahwa  sete lah  para  Penggugat  

menguasa i  dan  memi l i k i  ser t i f i k a t  atas  tanah  

sengketa  te rsebu t ,  pada  tangga l  23  Apr i l  1994  

Tergugat  I  mengajukan  gugatan  perbua tan  melawan  

hukum  te rhadap  Penggugat - Penggugat ,  Dkk  di  

Pengad i l an  Neger i  Kendar i  yang  memer iksa  

mengabulkan  gugatan- gugatan  Tergugat  atas  perkara  a 

quo,  pada  Tingka t  Banding  perkara  No.  

13/PDT/1995 /PT .  Sul t r a  menguatkan  putusan  

Pengad i l an  Neger i  Kendar i ,  beg i tu  pu la  pada  Tingka t  

Kasas i  reg  Perkara  2424/Pdt / 1995  dan  Penin jauan  

Kembal i  reg i s t e r  perkara  No.  477  PK/Pdt /1997  

menguatkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  

te rsebu t  ;

3.2 . Bahwa pada  saat  pemer iksaan  perkara  di  Pengadi l an  

Neger i  Kendar i  te r sebu t ,  ya i t u  perkara  No.  

27/PDT/1994 /PN.Kd i ,  Tergugat  I  te l ah  mengajukan  

bukt i  sura t  berupa  Sura t  Keterangan  gant i  kerug ian  

anta ra  Dg.  Gass ing  dengan  La Sambo Ntewo te r t angga l  

5 – 6 – 1975  ( te r t anda  P.1- hi tam  dan  kemudian  oleh  

Pengad i l an  Neger i  Kendar i  te l ah  memper t imbangkan  

bukt i  a  quo  te rsebu t  dengan  mengabulkan  gugatan  

Penggugat  (Terguga t  I )  ;

3.3 . Bahwa karena  dalam  perkara  No.  27/PDT/1994/PN.Kd i ,  

te lah  berkekua tan  hukum te tap  sebaga imana  dimaksud  

dalam  hukum acara  perda ta  dan  Penggugat - Penggugat  
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berada  di  p ihak  yang  ka lah ,  o leh  Penggugat  

(Terguga t  I )  te l ah  mengajukan  permohonan  eksekus i ,  

se lan ju t nya  Pengadi l an  Neger i  Kendar i  karena  

kewenangannya  te lah  melaksanakan  eksekus i  

sebaga imana  te rmak tub  dalam  Ber i t a  Acara  

Pengosongan  dan  Penyerahan  Nomor  :  

01/B .A .PDT.G/1997 /PN.KDI  te r t angga l  30  Januar i  1997  

;

3.4 . Pada  saat  sedang  ber langsungnya  proses  pemer iksaan  

perkara  No.  477  PK/Pdt /1997  d i  Tingka t  Kasas i  pada  

Mahkamah  Agung  R. I  Penggugat  I  te l ah  melaporkan  

Tergugat  I  kepada  Kepol i s i a n  dengan  dugaan  

melakukan  t i ndak  pidana  pemalsuan  tanda  tangan  

sebaga imana  laporan  Pol i s i  No.  

LP/696 /K /V /1996 /Pamapta  te r t angga l  7  Mei  1996  pada  

Kanto r  Kepol i s i an  Resor t  Kendar i  ;

3.5 . Bahwa  te rhadap  Penggugat  I  a  quo  te rsebu t ,  te lah  

di t i n dak l an j u t i  dengan  di l akukan  pemer iksaan  

fo rens i k  sebaga imana  te r t uang  dalam  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Labora to r i s  Kr im ina l i s t i k  Barang  Bukt i  

Dokumen  (Tanda  Tangan)  Nomor.  Lab:  714/DTF/2007  

te r t angga l  23  November  2007  yang  dida lam  

kes impu lannya  menyatakan  “berdasarkan  ura ian  

te rsebu t  d i  atas  maka  dapat  d is impu lkan  bahwa 

tanda tangan  bukt i  QT non  iden t i k  dengan  tanda tangan  

pembanding  KT atau  dengan  kata  la i n  tanda tangan  Dg.  

Gass ing  al i as  Amanung Gass ing  pada  dokumen bukt i  QT 

dengan  tanda  tangan  Dg.  Gass ing  Al ias  AM Gass ing  

al i as  Amanung  Gass ing  yang  pada  dokumen pembanding  

ada lah  merupakan  tanda tangan  yang  berbeda”  ;

4. Bahwa Tergugat  I I  menolak  dengan  tegas  dal i l - da l i l  gugatan  

yang  dikemukakan  o leh  Penggugat  pada  but i r  3.1   s.d   3.5 .  

Tergugat  I I  member ikan  tanggapan  sebaga i  ber i ku t  :

4.1 . Bahwa  Terguga t  I I  ada lah  pemi l i k  sah  tanah  yang  

dipe ro l eh  dengan  jua l  be l i  sesua i  Akta  Jua l  Bel i  

tangga l  21  –  12  –  2007  No.  199/Kendar i  
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Barat /X I I / 2 007  yang  dibua t  d ihadapan  Notar i s  /  

PPAT.  Agus Jaya,  SH ;

4.2 . Bahwa Terguga t  I I  membel i  yang  ber i t i k ad  baik  dan  

asset  tanah  te rsebu t  sudah  berser t i f i k a t  ya i t u  Hak 

Mi l i k  Nomor  :  00029/Ke l .  Lahundape  atas  nama Drs .  

Haj i  La Sambo Ntewo (Terguga t  I )  ;

5. Bahwa Tergugat  I I  menolak  dengan  tegas  dal i l - da l i l  yang  

dikemukakan  oleh  Penggugat ,  d imana  sura t  kete rangan  gant i  

kerug ian  anta ra  Dg.  Gass ing  dengan  La  Sambo Ntewo  adalah  

benar  adanya,  ha l  in i  d ipe rkua t  kete rangan  oleh  is t e r i  

a lmarhum  Dg.  Gass ing  al i as  A.M  Gass ing  al i as  Amanung 

Gass ing  ya i t u  La J ingga  yang  diber i kan  didepan  pers i dangan  

perkara  Nomor  27/PDT/1991 /PN.KDI  yang  menyatakan  bahwa 

tanah  te rsebu t  te l ah  di j ua l  o leh  suaminya  kepada  La Sambo 

Ntewo (Terguga t  I )  ;

6. Bahwa  has i l  pemer i ksaan  Kepol i s i an  yang  dida l i l k an  oleh  

Penggugat  I  tanda tangan  pembanding  KT atau  tanda tangan  Dg.  

Gass ing  al i as  Amanung Gass ing  pada dokumen bukt i  QT dengan  

tanda  tangan  Dg.  Gass ing  al i as  A.M Gassing  al i as  Amanung 

Gass ing  yang  pada  dokumen pembanding  ada lah  tanda  tangan  

yang  berbeda  t i dak  dapat  d i j ad i kan  dasar  sama  seka l i ,  

karena  :

- Perbedaan  te rsebu t  t i dak  menyatakan  bahwa  dokumen  yang  

mana yang  as l i ;

- Perbedaan  tanda tangan  bag i  orang  awam seper t i  ha lnya  Dg.  

Gass ing  al i as  A.M  Gass ing  dapat  sa ja  ber la i nan  karena  

yang  bersangku tan  memang ja rang  melakukan  tanda tangan .

Memang  t i dak  dapat  d isamakan  dengan  Penggugat  I  yang  

memang mantan  pegawai  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Kendar i  

yang  ser ing  menandatangan i  sura t - sura t  pent i ng  ;

- Apa yang  diu ra i kan  oleh  Penggugat  ada lah  t i dak  benar ,  

karena  berdasarkan  kesaks ian  La  Dj ingga  d i  

pers i dangan  perkara  perda ta  No.  27/PDT/1994/PN.KDI  

bahwa  sebaga i  i s t e r i  menyatakan  bahwa  benar  bahwa 

tanah  te rsebu t  sudah  di j ua l  o leh  suaminya  kepada  La  

Sambo Ntewo (Terguga t  I )  ;
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7. Bahwa  Penggugat  melakukan  gugatan  dengan  mendasarkan  

alasan  pemalsuan  yang  dida l i l k a n  adalah  sama seka l i  t i dak  

bera lasan  hukum,  karena :

7.1 . Tandatangan  yang  dipermasa lahkan  adalah  te r t angga l  

5  –  6  –  1974  dan  sesua i  gugatan  Penggugat  baru  

di l akukan  pemer iksaan  fo rens i k  Lab  :  DTF/2007  

te r t angga l  23  Nopember  2007  (ha laman  7  gugatan  

Penggugat ) ,  in i  bera r t i  d i l akukan  se lama  34  ( t i ga  

puluh  empat )  tahun  atau  leb ih  kurang  sete lah  37 

tahun  te rh i t u ng  dar i  penga juan  gugatan ,  seh ingga  

dasar  penga juan  gugatan  adalah  mendasarkan  barang  

bukt i  yang  d ipe ro leh  dar i  proses  pidana  yang  secara  

hukum kewenangan menuntu t  p idana  sudah  da luarsa  ;

7.2 . Berdasarkan  putusan  p idana  Pengad i l an  Neger i  

Kendar i  Nomor  :  159/P id .B /2009 /PN.Kd i  dengan  dic tum  

putusan  yang  menyatakan  hak  penuntu tan  Penuntu t  

Umum te rhadap  te rdakwa  Drs .  H.  La Sambo Ntewo hapus  

karena  lewat  waktu  (da lua rsa ) ,  seh ingga  bukt i  yang  

dia j ukan  oleh  para  Penggugat  juga  sepatu tnya  t i dak  

dapat  d ipe r t imbangkan  karena  Dg.  Gassing  a l i as  

Amanung  Gass ing  a l i as  AM Gass ing  sebaga i  pemi l i k  

awal  yang  menjua l  tanah  kepada  Terguga t  I  sudah  

meningga l  dun ia  ;

7.3 . Bahwa  gugatan  yang  dia jukan  oleh  para  Penggugat  

patu t  d ipe r t anyakan ,  karena  d i l akukan  sete lah  

tenggang  waktu  34 ( t i ga  pu luh  empat )  tahun  semenjak  

tangga l  Sura t  Keterangan  Gant i  Kergug ian  ya i t u  

tangga l  5  –  6  –  1974  dan  di l akukan  sete lah  Dg.  

Gass ing  al i as  Amanung  Gass ing  al i as  AM.  Gass ing  

se laku  pemi l i k  asa l  yang  memi l i k i  secara  hukum 

meningga l  dun ia  ;

7.4 . Bahwa  para  Penggugat  t i dak  dapat  mengk la im  atas  

objek  gugatan ,  karena  t i dak  te rdapa t  a las  pemindaan  

hak  dar i  Dg.  Gassing  al i as  Amanung  Gass ing  a l i as  

AM.  Gass ing  sebaga i  pemi l i k  tanah  awal  yang  sah  

kepada  para  Penggugat  ;   
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Berdasarkan  apa  yang  te lah  dikemukakan  di  atas ,  Tergugat  I I  

memohon kepada  Maje l i s  Hakim yang  te rho rmat  untuk  memutus  :

Dalam Pokok  Perkara

1. Mener ima  jawaban  Tergugat  I I  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menolak  gugatan  para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  para  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  (n ie t  ontvanke l i j k  verk l aa rd )  ;

3. Menghukum  para  Penggugat  untuk  membayar  b iaya  atas  

perkara  in i  ;

Apabi l a  Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n ,  mohon  putusan  yang  

sead i l - ad i l nya  (ex  aequo et  bono) ;

JAWABAN TERGUGAT I I I .

I .  Dalam Pokok  Perkara  :

1. Bahwa Terguga t  I I I ,  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  gugatan  

Penggugat ,  kecua l i  yang  secara  tegas- tegas  diaku i  o leh  

Tergugat  I I I  ;

2. Bahwa  t i dak  benar  da l i l - da l i l  para  Penggugat  yang  

mengatakan  bahwa Tergugat  I I I  te l ah  melakukan  perbua tan  

melawan  hukum  dengan  membuat  Akte  Juak  Bel i  anta ra  

Tergugat  I  dan Tergugat  I I  ;

Mela inkan  yang  benar  ada lah  bahwa Tergugat  I I I ,  se laku  

Notar i s  /  PPAT sebe lum  membuat  menerb i t k an  akte  jua l  

be l i  anta ra  Terguga t  I  dan  Tergugat  I I  bernomor  

199/Kendar i  Bara t /X I I / 2 007 ,  te l ah  memer iksa  berkas  dar i  

pada  objek  yang  d iper j ua l  be l i kan  yakn i  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  atas  nama Tergugat  I ,  dan  persyara tan  la i n  te l ah  

te rpenuh i  ser ta  kedua  belah  p ihak  anta ra  Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I  te lah  menghadap langsung  berhadapan  Tergugat  

I I I  seh ingga  bera lasan  hukum Tergugat  I I I  menerb i t kan  

Akte  Jua l  Bel i  anta ra  Tergugat  I  dan Tergugat  I I  karena  

te lah  memenuhi  s tandar  yang  te lah  di ten tukan  undang-

undang ;

Bahwa berdasarkan  alasan- alasan  hukum te rsebu t  d i  atas ,  maka 
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dengan  in i  Tergugat  I I I ,  memohon kepada  Maje l i s  Hakim  Yang 

Mul ia ,  k i r anya  berkenan  memutuskan  :  “Meno lak  gugatan  

Penggugat  se lu ruhnya”  ;

JAWABAN TERGUGAT IV .

Dalam Ekseps i  :

1. Bahwa Tergugat  IV  membantah  dengan  tegas  sega la  da l i l -

da l i l  yang  dia j ukan  Penggugat  kecua l i  te rhadap  ha l - ha l  

yang  diaku i  secara  tegas  oleh  Turu t  Terguga t  IV  ;

2. Bahwa  untuk  membukt i kan  kebenaran  secara  mater i l  atas  

bukt i - bukt i  fo rm i l  merupakan  kewenangan  lembaga  yang  

te rka i t  ;

3. Bahwa gugatan  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa keputusan  

pejaba t  ta ta  usaha  negara  yang  diber i k an  kepada  Tergugat  

t i dak  sah  dan  t i dak  memi l i k i  kekuatan  hukum  secara  

subtans ia l  d i l ua r  kewenangan  perad i l an  Neger i  te tap i  

gugatan  te rsebu t  merupakan  kompetens i  abso lu te  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sesua i  Undang- Undang  No.5  Tahun  1986  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  9 

Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo  

Undang- Undang No.  51 Tahun 2009 ten tang  Perubahan  ke dua  

Undang- Undang No.  5 Tahun 1986 ;

Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  dengan in i  mohon kepada  

Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat  berkenan  mener ima  ekseps i  

Tergugat  IV  dengan  menyatakan  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  

menolak  gugatan  Penggugat  khususnya  kepada  Tergugat  IV  ;

Dalam Pokok  Perkara

1. Bahwa Terguga t  IV  mohon kepada  Maje l i s  Hakim yang  Mul ia ,  

agar  apa  yang  dikemukakan  dalam  ekseps i  d inya takan  pula  

te rmasuk  menjad i  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dalam 

pokok  perkara  ;

2. Bahwa Terguga t  IV  te tap  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  yang  

dia j ukan  oleh  Penggugat  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  

diaku i  secara  tegas  ;

3. Bahwa  dalam  proses  penerb i t an  Ser t i f i k a t  tanah  harus  
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memenuhi  2  (dua)  unsur  atau  aspek  penguasaan  atas  tanah  

ya i t u  :

a. Penguasaan  secara  Yur id i s  ya i t u  penguasaan  atas  tanah  

yang  dibuk t i k an  dengan  sura t  pero lehan  atau  a lasan  hak  

yang  sah ;

b. Penguasaan  secara  f i s i k  ya i t u  penguasaan  atas  tanah  yang  

dibuk t i k an  dengan  penggunaan  dan  pengo lahan  atas  tanah  

dengan memel iha ra  patok  batas  tanah  di l apangan  ;

4. Bahwa proses  penerb i t an  Ser t i f i k a t  hak  tanah  atas  nama 

Tergugat  I  te l ah  memenuhi  kedua  aspek  baik  penguasaan  

f i s i k  maupun yur i d i s ,  sebaga imana  dia tu r  da lam Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  10  Tahun  1961  jo  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  24  Tahun  1997  ten tang  pendaf ta ran  tanah  dan  

pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  5  Tahun  1973  jo  

Pera tu ran  Meneter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan Per tanahan  

Nasiona l  Nomor  9  Tahun  1999  ten tang  ta ta  cara  Pember ian  

Hak dan Pembata lan  Hak atas  tanah  Hak Penge lo l aan  ;

5. Bahwa  t i ndakan  yang  te l ah  di l akukan  oleh  Tergugat  IV  

dalam  menerb i t kan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  7/Ke l .  

Kemaraya  dan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  24/Lahundape  

masing- masing  atas  nama para  Tergugat  I  bukan lah  suatu  

perbua tan  melawan  hukum,  karena  di l akukan  berdasarkan  

kewenangan  yang  ada  pada  Tergugat  IV  dan  te l ah  memenuhi  

keten tuan  sebaga imana  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  

6  Tahun  1972  jo  Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  No.  5 

Tahun  1973  dan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  10  Tahun  1961  jo  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah ;

6. Bahwa sete lah  Tergugat  IV  menel i t i  data  f i s i k  dan  data  

yur id i s  admin is t r a s i  permohonan  hak  mi l i k  atas  nama La  

Sambo Ntewo te rsebu t  te rnya ta  te l ah  memenuhi  pesyara tan ,  

kemudian  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Gubernur  KDH Tk.  No.  

75/HM/1975  tangga l  7  Jun i  1975.  Dan Gambar  Si tuas i  No.  

98/1975  tangga l  19  Jun i  1975  Peta  Pendaf ta ran  Lembar  6  

Kotak  6,7 /C ,D  seb idang  tanah  yang  te r l e t a k  da lam 

Kelu rahan  Kemaraya,  Kec.  Kendar i ,  Kota  Kendar i ,  atas  
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dasar  te rsebu t  d i t e rb i t k an  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

76/Ke l .  Kemaraya  An.  La Sambo Ntewo ;

7. Bahwa  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  7/Ke l .  Kemaraya  dan  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  24/Lahundape  te l ah  d ia l i h kan  

kepada  pihak  la i n ,  untuk  leb ih  det i l n ya  Terguga t  IV  akan  

mengura i kan  sebaga i  ber i ku t  :

a. Bahwa Terguga t  I  mengajukan  permohonan  pendaf ta r an  tanah  

pada  Tergugat  IV ,  dengan  berdasarkan  a las  hak  dan  

penguasaan  f i s i k  sesua i  dengan  keten tuan  yang  ber laku ,  

dengan  te rpenuh inya  syara t  admin is t r a s i  secara  fo rm i l ,  

maka  di l aksanakan  pengukuran  sebaga imana  dalam  Sura t  

Ukur  tangga l  19  Ju l i  1975  No.  98/1975  se luas  9.018  M² 

di t e rb i t k an  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  7  atas  nama 

Tergugat  I  ;

b. Kemudian  berdasarkan  Pengumuman  Ser t i f i k a t  h i l ang  

Per tama  tangga l  19  Agustus  1996  dan  Kedua  tangga l  22  

Maret  1997 d iadakan  Penggant i an  atas  nama Tergugat  I  ;

c . Kemudian  pada tahun  2007 sebag ian  dar i  luas  bidang  tanah  

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  7/Ke l .  Kemaraya  se luas  9.018  M² 

te lah  dibukukan /d i p i s ahkan  sebaga i  Hak Mi l i k  No.  25/Ke l .  

Lahundape  se luas  1.950  M² seh ingga  s isa  7.068  M² ;

d. Bahwa  pada  tahun  2007  atas  permohonan  Tergugat  I  

d i t e rb i t k an  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  24/Ke l .  Lahundape,  

Sura t  Ukur  tangga l  18 Agustus  2007 No.  16/Lahundape/2007  

se luas  791 M² ;

e. Kemudian  pada  tahun  2007  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

24/Ke l .  Lahundape  sebahag ian  te l ah  dibukukan /d i p i s ahkan  

sebaga i  Hak  Mi l i k  No.  25/Ke l .  Lahundape  Sura t  Ukur  

tangga l  14  Nopember  2007  No.  20/Lahundape/2007  se luas  

675 M² seh ingga  s isa  116 M² ;

f . Kemudian  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  25/Lahundape  dan  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  26/Ke l .  Lahundape  d i  adakan  

penggabungan  seh ingga  te rda f t a r  da lam  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  29/Lahundape  atas  nama Tergugat  I  ;

g. Kemudian  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  29/Lahundape  atas  nama 

Tergugat  I  d ihapuskan  dan  diubah  menjad i  Ser t i f i k a t  Hak 
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Guna Bangunan  No.  1/Ke l .  Lahundape/2007  yang  Terguga t  I  

dengan  sura t  ukur  tangga l  3  Desember  2007  No.  

24/Lahundape/2007  yang  te l ah  d ia l i h kan  kepada  Terguga t  

I I  berdasarkan  Akte  Jua l  Bel i  tangga l  21  Desember  2007  

No.  199/Kendar i  Bara t /X I I / 2 007  dibua t  d ihadapan  Tergugat  

I I I  d i  Kendar i  ;  

8. Bahwa apab i l a  te rka i t  dengan  bukt i  fo rm i l  yang  dia jukan  

dalam  permohonan  ser t i f i k a t  te rsebu t  t i dak  benar  atau  

palsu  bukan  merupakan  kewenangan  Terguga t  IV  untuk  

meni la i nya  secara  mater i l  sebaga imana  dalam PMNA/KBPN No.  

7  Tahun  2007  Pasal  2  ayat  (2 )  yang  berbuny i  “Mengena i  

kebenaran  mater i i l  dar i  warkah /berkas  yang  dia j ukan  da lam 

rangka  permohonan  pengakuan  hak  sepenuhnya  merupakan  

tanggung  jawab  pemohon”  ;

9. Bahwa  atas  permohonan  dar i  Tergugat  I  yang  te lah  

keh i l angan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  7/Kemaraya ,  maka 

Tergugat  IV  menerb i t kan  Ser t i f i k a t  Penggant i  sesua i  

kewenangan  yang  ada  pada  pada  Terguga t  IV  sebaga imana  

di t e t apkan  dalam  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  

ten tang  pendaf ta ran  tanah ,  seh ingga  Maje l i s  Hakim  yang  

te rho rmat  sudah  sepatu tnya  menolak  sega la  da l i l - da l i l  

Penggugat  pada Tergugat  IV  ;

Berdasarkan  ha l - ha l  yang  te l ah  diu ra i kand i  atas ,  maka Turu t  

Tergugat  IV  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat  

berkenan  memutus  perkara  in i  dengan  menyatakan  sebaga i  

ber i ku t  :

Dalam Ekseps i  :

- Mengabulkan  Ekseps i  Terguga t  IV  ;

Dalam Pokok  Perkara  :

- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  set i dak -

t i daknya  menyatakan  gugatan  Penggugat  kepada  Tergugat  IV  

t i dak  dapat  d i t e r ima  ;

- Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  atas  jawaban  para  Tergugat ,  
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Maje l i s  Hakim te l ah  member i  kesempatan  kepada  para  Penggugat  

untuk  menyampaikan  Repl i knya  akan  te tap i  para  Penggugat  t i dak  

mengajukan  rep l i k ,  seh ingga  pers idangan  d i l an j u t kan  untuk  

pembukt i an  ;   

Menimbang,  bahwa para  penggugat  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya  dalam  pers idangan  te l ah  menyampaikan  bukt i  sura t  

berupa  fo to  copy  yang  te l ah  dibe r i  matera i  secukupnya  yang  

se lan ju t nya  oleh  Maje l i s  te lah  disesua i kan  dengan  as l i nya  

kecua l i  buk t i  P.3  s/d  P.13 ,  P.16  s/d  P.19 ,  P.24 ,  25,26 ,27 ,29 ,  

yang  diber i  tanda  P- 1 sampai  dengan  P- 30 sebaga i  ber i ku t  :

1. Foto  Copy  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  1833/Kemaraya  atas  

nama pemegang hak  Ar ie f ,   se lan ju tn ya  dibe r i  tanda  P- 1 ;

2. Foto  Copy  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  1901/Kemaraya  atas  

nama pemegang  hak  Hj .  Pet ta  In tang ,   se lan ju t nya  dibe r i  

tanda  P- 2

3. Foto  Copy  Peta  Pendaf ta ran  Tanah  Kendar i  Lembar  11  

tangga l  25 Maret  1992,   se lan ju t nya  dibe r i  tanda  P- 3 ;

4. Foto  Copy  Peta  Pendaf ta ran  Tanah  Kendar i  Lembar  6  

tangga l  25 Maret  1992,   se lan ju t nya  dibe r i  tanda  P- 4 ;

5. Foto  Copy  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Labora to r i um  

Kr im ina l i s t i k  Barang  Bukt i  Dokumen ( tanda  tangan)  No.Lab  

:  714/DTF/2007 ,  yang  di te rb i t k an  oleh  Pusat  

Labora to r i um,  Forens i k  Pol r i  Labora to r i um  Forens i k  

Cabang Makassar ,   se lan ju t nya  dibe r i  tanda  P- 5 ;

6. Foto  Copy Sura t  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingka t  

I  Sulawes i  Tenggara  No.  49/Tahun  1987  tangga l  4 

September  1987  Tentang  Penin jauan  Kembal i  Ins t r uks i  

Gubernur  Kepala  Daerah  Tingka t  I  Sulawes i  Tenggara  No.  3 

Tahun  1984  Mengenai  Larangan  Pemeber ian  Hak  Ser ta  

Mendi r i k an  Bangunan  atas  Tanah  Yang te r l e t a k  pada  Ja lu r  

Ja lan  By  Pass  di  KotaMadya  Admin is t r a t i f  Kendar i ,  

se lan ju t nya  d ibe r i  tanda  P- 6 ;

7. Foto  Copy  Kwi tans i  Pembayaran  atas  nama Pet ta  In tang  

Ar ie f  kepada  Badan  Per tanahan  Nasiona l  sebanyak  Rp.  

37.150 , -  tangga l   guna  pembayaran  proses  proses  

pembayaran  hak  atas  tanah  sampai  dengan  penerb i t an  
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ser t i f i k a t  pada bag ian  proyek  pengukuran  dab pendaf ta r an  

tanah  Prop.  Sul t r a  tahun  anggaran  1991/1992 ,  se lan ju tn ya  

dibe r i  tanda  P- 7 ;

8. Foto  Copy  Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Sulawes i  Tenggara  No.  

30/HM/PP- 10/KBPN/1992  tangga l  29  Jun i  1992,  se lan ju t nya  

dibe r i  tanda  P- 8 ;

9. Foto  Copy  Risa lah  Pemer iksaan  Tanah  No.  32/RS/PD/1992  

tangga l  20 Jun i  1992,  se lan ju t n ya  dibe r i  tanda  P- 9 ;

10. Foto  Copy  Sura t  Keterangan  Berdomis i l i  No.  

471/ I I / KR /V I / 1992  tangga l  22  Jun i  1992  (beser t a  

lampi rannya )  yang  di te rb i t k an  oleh  Kepala  Kelu rahan  

Kemaraya,  se lan ju t nya  dibe r i  tanda  P- 10 ;  

11. Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  atas  nama Peta  In tang  Ar ie f  

te r t angga l  4 Januar i  1992,  se lan ju t nya  dibe r i  tanda  P- 11  

;

12. Foto  Copy  Sura t  Keterangan  Pengolahan  No.  34/KR/ I / 1992  

tangga l  8 Januar i  

1992  atas  nama Pet ta  In tang  Ar ie f ,  yang  di te rb i t k an  o leh  

Kepala  Kelu rahan  Kemaraya,  se lan ju t n ya  dibe r i  tanda  P-

12 ;

13. Foto  Copy  Keputusan  Kepala  Kantor  Wi layah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Sulawes i  Tenggara  No.  

01/HM/P&PT/BPN- SULTRA/1993  ten tang  Pember ian  Hak  Mi l i k  

Atas  Nama Abdul  Satar  dan  Kawan- Kawan  (sebanyak  62 

orang)  te r l e t a k  di  Kabupaten  Kendar i  tangga l  27  Maret  

1993  (beser t a  lampi rannya) ,  se lan ju tn ya  d ibe r i  tanda  P-

13 ;

14. Foto  Copy Sura t  Keterangan  Pengolahan  No.  140/KR/ I / 1992  

atas  nama Ar ie f  tangga l  17 Januar i  1992 yang  di t e rb i t k an  

oleh  Kepala  Kelu rahan  Kemaraya,  se lan ju t nya  dibe r i  tanda  

P- 14 ;

15. Foto  Copy Sura t  Keputusan  Pengo lahan  Tanah Negara  Bebas  

dar i  tahun  1969/1970  d i  Desa Kemara ja  atas  nama M. Ar ie f  

S  tangga l  1  Djanuar i  1971  yang  d i t anda tangan i  o leh  

Kepala  Desa/L ingkungan  Kemara ja ,  se lan ju t nya  diber i  
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tanda  P- 15 ;

16. Foto  Copy  Sura t  Keputusan  Pengo lahan  Tanah  Nomor  :  

497/KR/VI I / 1991  atas  nama Muhammad Ar ie f .  S tangga l  2 

Ju l i  1991  yang  di tanda tangan i  o leh  Kepala  Kelu rahan  

Kemaraya,  se lan ju t nya  dibe r i  tanda  P- 16 ;

17. Foto  Copy  Sura t  Keterangan  Penguasaan  Tanah  Nomor  :  

140/KR/ I / 1992  atas  nama Muhammad Ar ie f .  S  tangga l  18 

Januar i  1992,  d i tanda  tangan i  o leh  Kepala  Kelu rahan  

Kemaraya,  se lan ju t nya  dibe r i  tanda  P- 17 ;

18. Foto  Copy  Sura t  Keterangan  Kepemi l i k an  Tanah  Nomor  :  

140/KR/ I / 1992  atas  nama Muhammad Ar ie f .  S  tangga l  18 

Januar i  1992,  d i tanda tangan i  o leh  Kepala  Kelu rahan  

Kemaraya,  se lan ju t nya  dibe r i  tanda  P- 18 ;

19. Foto  Copy  Sura t  Keterangan  Pemi l i kan  Nomor  :  

05/RT/V I I / 1991  atas  nama M. Ar i f .  S tangga l  1 Ju l i  1991  

di t anda tangan i  o leh  Ketua  RT.  02  Kamaraya,  se lan ju t nya  

dibe r i  tanda  P- 19 ;

20. Foto  Copy  Sura t  Ikh t i s a r  Tentang  Permohonan  Pengakuan  

Hak  Mi l i k /Penegasan  Hak  Mi l i k  da lam Daf ta r  Khusus  dar i  

Kanto r  Sub Di rek to ra t  Agrar i a  Kabupaten  Kendar i  Nomor  :  

147/Ju l i / 1 975  atas  nama M. Ar ie f  S tangga l  7 Ju l i  1975,  

se lan ju t nya  d ibe r i  tanda  P- 20 ;

21. Foto  Copy  Sura t  Permohonan  Untuk  Menggunakan  Sebidang  

Tanah  Dengan  Pengakuan/Penegasan  Hak Mi l i k  atas  nama M.  

Ar ie f .  S tangga l  20 Ju l i  1975,  se lan ju t nya  dibe r i  tanda  

P- 21 ;

22. Foto  Copy  Daf ta r  Nama-nama  Pemohon  Dimaksud  Risa lah  

Pemer iksaan  Tanah  A.  Tangga l  27  Oktober  1975  No.  

215/Rs /1975 ,  d i tanda  tangan i  o leh  Sekre ta r i s  Pani t i a  

Pemer iksaan  Tanah  Di rek to ra t  Agrar i a  Kabupaten  Kendar i ,  

se lan ju t nya  d ibe r i  tanda  P- 22 ;

23. Foto  Copy Keterangan  Peta  Si tuas i  Tanah se luas  10000  m² 

Nomor  :  208/GK/75  tangga l  15 Jun i  1975 di  te rb i t k an  oleh  

Di rek to ra t  Agrar i a  Kabupaten  Kendar i ,  se lan ju t nya  dibe r i  

tanda  P- 23 ;

24. Foto  Copy  Risa lah  Pemer iksaan  Tanah  (Permohonan  Untuk  
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Pengakuan  Hak  Mi l i k )  No.  215/Rs /75  atas  nama Suma dkk  

(17  orang) ,  se lan ju t nya  dibe r i  tanda  P- 24 ;

25. Foto  Copy Sura t  Keterangan  Gant i  Kerug ian  atas  nama Dg.  

Gass ing  tangga l  5 Jun i  1974,  se lan ju t nya  diber i  tanda  P-

25 ;

26. Foto  Copy  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  7/Watu- Watu  atas  

nama pemegang  Hak  La  Sambo  Ntewo,  se lan ju t nya  dibe r i  

tanda  P- 26 ;

27. Foto  Copy  Ser t i f i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  

00001/Lahundape  atas  nama  pemegang  hak  PT.  Jaminan  

Sosia l  Tenaga  Ker ja ,  se lan ju t nya  diber i        tanda   P-

27 ;

28. Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  

Tanah te r l e t a k  d i  Kelurahan  Lahundape  se luas  791 m² atas  

nama  Drs .  La  Sambo  Ntewo  tangga l  30  Apr i l  2007,  

se lan ju t nya  d ibe r i  tanda  P- 28 ;

29. Foto  Copy  Sura t  No.  05/PH- MNH/IX/2007  ten tang  

pember i t ahuan  somasi  ( tegu ran )  kepada  PT.  Jamsostek  dar i  

Kanto r  Hukum Muh.  Nats i r  Har i s ,  SH & Rekan,  se lan ju t nya  

dibe r i  tanda  P- 29 ;

30. Foto  Copy  Sura t  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  

Tingka t  I  Sulawes i  Tenggara  Nomor  :  379  Tahun  1997  

Tentang  Penetapan  Desa  Pers iapan  Hasi l  Pemecahan  Ser ta  

Perubahan  Sta tus  Desa Def in i t i f  dan  Penetapan  Kelu rahan  

Hasi l  Pemecahan  Ser ta  Perubahan  Sata tus  Desa  Menjad i  

Kelu rahan  Def in i t i f  Dalam  Wilayah  Kabupaten  Daerah  

Tingka t  I I  Kendar i ,  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  Muna,  

Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  Kolaka ,  se lan ju t nya  d iber i  

tanda  P- 30 ;

Menimbang,  bahwa se la i n  ala t  bukt i  sura t  te rsebu t  d i  atas ,  

untuk  meneguhkan  dal i l - da l i l   gugatannya   Penggugat  juga  

mengajukan  7  ( tu j uh )   orang  saks i  d ipers i dangan  yakn i  :  1.  

Drs .  Tahi r  I l a  ;  2.  Usman Sahur  ;  3.  Hasan.S .Sos  ;  4.  Ambo 

Dai  ;  5.  R.Samsul  Kamal  ;  6.  Si ra j udd in ;  7.  Mahmud Kat jong .  

yang  sebe lum  member i  kete rangan  te lah  disumpah  menuru t  ta ta  

cara  agamanya,  yang pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  
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:

1. Saks i  Drs .  Tahi r  I l a .

- Bahwa  saks i   kena l   H.M.  Ar ie f   t i ngga l   d i   Kemaraya  

sek i t a r  toko  tan jung  ;

- Bahwa  awalnya  tahun  1985  saks i  ku l i ah  di  Unive rs i t a s  

Haluo leo  Kendar i  ;

- Bahwa   saks i  d ibe r i  i j i n  untuk  membangun  rumah  gubuk  

di l okas i  tanah  mi l i k  H.M.  Ar ie f  ;

- Bahwa saks i  bermuk im d i  lokas i  te rsebu t  se jak  tahun  1985  

hingga  tahun  1992 ;

- Bahwa  disek i t a r  rumah  saks i  te rdapa t  rumah  la i n  yang  

di t empat i  o leh   ke lua rga  H.M.  Ar ie f  ;

- Bahwa saks i  t i dak  mengetahu i  secara  pers i s  luas  lokas i  

tanah  mi l i k  H.M.  Ar ie f  yang  dulu  tempat  saks i  t i ngga l  

namun  lokas i  te rsebu t  j i k a  di l i h a t  saat  in i  sebe lah  

se la tan  J l .  By Pass,  sebe lah  Utara  rumah warga,  sebe lah  

Bara t  kafe  pe lang i ,  dan  sebe lah  t imur  kanto r  PT.  

Jamsostek  ;

- Bahwa  saat  in i  lokas i  te rsebu t  te lah  di t imbun  namun 

saks i  t i dak  mengetahu i  s iapa  yang  menimbunya  ;

- Bahwa saks i  tahu  sengke ta  anta ra  para  penggugat  dengan  

para  te rguga t  ya i t u  mengenai  seb idang  tanah  yang  

te r l e t a k  di  By Pass  ;

- Bahwa  tanah  yang  saks i  d i r i k an  gubuk- gubuk  ada lah  

sebag ian  tanah  objek  sengketa  yang  dahu lu  merupakan  

tanah  rawa- rawa  belum  ada  ja l an ,  sekarang  te r l e t a k  

dimuka  ja l an  By Pass  ;

- Bahwa pada  waktu  saks i  t i ngga l  d i  gubuk  te rsebu t   H.M.  

Ar ie f  hampi r  set i ap  har i  datang  bers i hkan  empangnya  ;

- Bahwa pada  saat  mendi r i k an  gubuk  saks i  t i dak  menanyakan  

sura t - sura t  tanah  HM.Ar ie f  ;

- Bahwa yang  member i t ahu  saks i  ka lau  di  s i t u  ada  tanahnya  

H.M.  Ar ie f  adalah  La Baedi  ;

- Bahwa se lama  t i ngga l  d is i t u  saks i  t i dak  pernah  mel iha t  

petugas  dar i  BPN datang  mengukur  tanah  ;

- Bahwa  saks i  t i dak  tahu  ka lau  tanah  lokas i  te rsebu t  
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pernah  d isengke takan  ;

2. Saks i  Usman Sahur .

- Bahwa  saks i  kena l  dengan   penggugat  dan  t i dak  kena l  

dengan te rguga t  ;

- Bahwa  saks i  ada lah  pute ra  dar i  pasangan  a lmarhum  DG.  

Gass ing  dan almarhumah Kaca ;

- Bahwa ayah saks i  (a lmarhum DG. Gassing )  ada lah  pens iunan  

TNI  ;

- Bahwa  saat  kedua  orang  tua  saks i  masih  hidup  mereka  

t i ngga l  d i  J l .  Bunga Matahar i  ;

- Bahwa saks i  kena l  dengan H.M.  Ar ie f  sek i t a r  tahun  1972 ;

- Bahwa perkena lan  saks i  dengan  H.M.  Ar ie f  d i  awal i  o leh  

keb iasaan  saks i  yang  se la l u  perg i  memancing  di  sek i t a r  

By  Pass  dan  se la l u  ber temu  H.M.  Ar ie f  d i  lokas i  tanah  

mi l i knya  ;

- Bahwa saks i  masih  mengena l i  lokas i  H.M.  Ar ie f  saat  in i  

yakn i  yang  sebe lah  se la tannya  ja l an  By  Pass,  sebe lah  

Utara  rumah  warga,  sebe lah  Timur  Jamsostek  dan  sebe lah  

Bara t  Kafe  Pelang i  ;

- Bahwa setahu  saks i  empang mi l i k  La Sambo Ntewo yang  saat  

in i  yakn i  sebe lah  Timur  dar i  ja l an  Bunga Kumala ,  sebe lah  

Sela tan  dar i  By  Pass,  d isebe lah  Utaranya  ada  pant i  

asuhan  ;

- Bahwa saks i  t i dak  tahu  asa l  usu l  pero lehan  tanah  mi l i k  

La Sambo Ntewo ;

- Bahwa  saks i  mengetahu i  bahwa  lokas i  tanah  mi l i k  H.M.  

Ar ie f  saat  i t u  masih  berbentuk  rawa  dan  sek i t a r  tahun  

1972  –  1973  saks i  mel iha t  H.M.  Ar ie f  sedang  da lam 

menger jakan  pembuatan  pematang  di l okas i  tanah  mi l i knya  ;

- Bahwa  sepengetahuan  saks i ,  pematang  yang  dibua t  H.M.  

Ar ie f  luasnya  sek i t a r  30 m x 70 m ;

- Bahwa  sete lah  menger jakan  pematang  empang  mi l i k  H.M.  

Ar ie f  lokas i  te rsebu t  kembal i  d i t umbuh i  bakau  ;

- Bahwa  saks i  mengetahu i  Ja lan  Bunga  Kumala  te rbangun  

nant i  tahun  1989 sedangkan  ja l an  By Pass  pada tahun  1992  

te lah  te rbangun  ;
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- Bahwa  sepengetahuan  saks i  ayahnya  (Dg.  Gassing )  t i dak  

memi l i k i  tanah  disek i t a r  By Pass  apalag i  tanah  disek i t a r  

mi l i k  La  Sambo Ntewo  atau  d isek i t a r  tanah  mi l i k  H.M.  

Ar ie f  ;

- Bahwa Alm.Daeng  Gasing  t i dak  pernah  menjua l  tanah  kepada  

La Sambo Ntewo ;

- Bahwa  H.M.  Ar ie f / pengguga t  I  dan  Lasembo/ te rguga t  I ,  

sama- sama memi l i k i  tanah   d i  By Pass  ;

- Bahwa  lokas i  pembangunan  kanto r  Jamsostek  ada lah  

sebag ian  dar i  tanah  mi l i k  HM.Ar ie f  ;  

- Bahwa saks i  t i dak  tahu  luas  tanah  sengketa  dan  batas -

batas  tanah  sengketa  ;

- Bahwa tanah  mi l i k  orang  tua  saks i  te r l e t a k  di  Kemaraya  

sek i t a r  300 meter  dar i  tanah  objek  sengeke ta  ;

- Bahwa  semasa  hidupnya  orang  tua  saks i  t i dak  pernah  

member i t ahukan  pernah  menjua l  tanah  di  By Pass  ;

3.  Saks i  Hasan.S .Sos .

- Bahwa saks i  kena l  dengan  para  penggugat  dan  t i dak  kena l  

dengan para  te rguga t  ;

- Bahwa  saks i  mengetahu i  sengke ta  anta ra  para  penggugat  

dan  te rguga t  ya i t u  mengenai  tanah  yang  te r l e t a k  di  By 

Pass,  akan  te tap i  luas  dan  batas - batas  tanah  sengketa  

saks i  t i dak  tahu  ;

- Bahwa  pengetahuan  saks i  ten tang  tanah  sengke ta  ada lah  

karena  se jak  tahun  1983 saks i  mel iha t  HM.Ar ie f / p engguga t  

I  ser i ng  datang  ke lokas i  tanah  sengketa  untuk  memer iksa  

empang mi l i knya  ;

- Bahwa  saks i   awalnya   kena l   dengan  HM.Ar ie f / pengguga t  

I ,   karena   pada 

tahun  1983  saks i  membuat  rumah  gubuk  di  lokas i  empang 

mi l i k  HM.Ar ie f / pengguga t  I ,  yang  merupakan  bag ian  dar i  

tanah  perkara  saat  in i  ;

- Bahwa  saks i  t i dak  tahu  dar i  s iapa  tanah  sengke ta  

dipe ro l eh  HM.Ar ie f  ;

- Bahwa  tanah  bangunan  Jamsostek  dahu lu  merupakan  bekas  
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empang mi l i k  HM.Ar ie f / pengguga t  I  ;

- Bahwa HM.Ar ie f  ber tempat  t i ngga l  t i dak  jauh  dar i  tanah  

sengketa  ya i t u  tepa tnya  d ibe lakang  tanah  sengketa  ;

4.  Saks i  Ambo Dai  .

- Bahwa  saks i  kena l  dengan  penggugat  I /HM.Ar i e f  karena  

saks i  satu  kampung  dengan  H.M.  Ar ie f   dan  mengetahu i  

H.M.  Ar ie f  dan Hj .  In tang  ada lah  pasangan  suami  is t e r i  ;

- Bahwa saks i  t i dak  kena l  dengan para  te rguga t  ;

- Bahwa tahun  1975  saks i  pernahd ipangg i l  o leh  H.M.  Ar ie f  

untuk  membantu  members ihkan  tanah  mi l i knya  yang  masih  

rawa- rawa ;

- Bahwa lokas i  yang  dibe rs i hkan  luasnya  sek i t a r  100  meter  

kearah  Bara t  dan  100  meter  kearah  Sela tan  dar i  lokas i  

PT.  Jamsostek  ;

- Bahwa  saks i  masih  mengenal i  lokas i  te r sebu t  yakn i  

sebe lah  Sela tan  berba tas  dengan  By Pass,  sebe lah  Utara  

rumah warga,  sebe lah  Timur   Jamsostek  dan  sebe lah  Bara t  

berba tas  dengan pondas i  ;

- Bahwa saks i  tahu  HM. Ar ie f  Mengolah  tanah  sengketa  se jak  

tahun  1969 ;

- Bahwa  hampi r  set i ap  bulan  saks i  bersama  H.M.  Ar ie f  

mengunjung i  dan  membantu  members ihkan  lokas i  te rsebu t  

d ian ta ra  tahun  1975 – 1977 ;

- Bahwa di l okas i  tanah  te rsebu t  t i dak  ada  orang  la i n  yang  

mengolah  se la i n  H.M.  Ar ie f  ;

- Bahwa  saat  saks i  members ihkan  lokas i  te r sebu t  bersama 

H.M.  Ar ie f  t i dak  ada  orang  la i n  yang  mengajukan  

kebera tan  te rhadap  lokas i  te rsebu t  ;

- Bahwa saks i  t i dak  mengena l  DG. Gassing  dan sepengetahuan  

saks i  t i dak  ada  yang  bernama DG.  Gassing  yang  memi l i k i  

tanah  disek i t a r  lokas i  te r sebu t  ;

- Bahwa  saks i  tahu  bahwa  tanah  mi l i k  H.M.  Ar ie f  te l ah  

berser t i f i k a t  ;

- Bahwa  sepengetahuan  saks i  H.M.  Ar ie f  memi l i k i  lokas i  

te rsebu t  berasa l  dar i  tanah  pembagian  dar i  Gubernur  
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kepada  pegawai  Agrar i a  dan  H.M.  Ar ie f  du lunya  Pegawai  

Dinas  Agrar i a  ;

- Bahwa  saks i  kena l  HM.Ar ie f  se jak  tahun  1975,  karena  

sama- sama membabat  d i  lokas i  tanah  sengke ta  ;

- Bahwa saks i  tahu  luas  tanah  sengketa  ya i t u  10.000  M2,  

ukuran  100 M dar i  Utara  ke  Sela tan  dan 100 M dar i  Timur  

ke  Bara t  denga  batas - batas :  sebe lah  uta ra  berba tas  

dengan  tanah  mi l i k  Baht i a r ,  sebe lah  Sela tan  berba tas  

dengan  ja l an  By  Pass,  sebe lah  Timur  berba tas  dengan  

tanah  mi l i k  Yunus  dan  HM.Ar ie f  dan  sebe lah  Bara t  

berba tas  dengan  Suard in  sekarang  dengan  HM.Ar ie f  dan  

Baht ia r  ;

- Bahwa se jak  tahun  1983  sampai  dengan  tahun  1985  saks i  

t i ngga l  d i  tanah  sengke ta  sete lah  minta  i j i n  dar i  

H.M.Ar ie f  ;

- Bahwa bangunan  Jamsostek  masih  te rmasuk  tanah  mi l i knya  

HM.Ar ie f  ;

- Bahwa  se jak  tahun  1975  sampai  tahun  1977  t i dak  ada  

t i ngga l  d i  rumah  gubuk  d ia tas  tanah  sengketa  se la i n  

saks i  ;  

5.  Saks i  R.Samsul  Kamal .  

- Bahwa saks i  kena l  dengan  penggugat  I  se jak  tahun  1971  

karena  sama- sama  beker j a  di  Kantor  Agrar i a  Kota  

Kendar i  ;

- Bahwa saks i  tahu  sengke ta  anta ra  para  penggugat  dengan  

para  te rguga t  ya i t u  mengenai  seb idang  tanah  yang  

te r l e t a k  d i  Ja lan  Kumala  By  Pass,  akan  te tap i  saks i  

t i dak  tahu  batas - batas  dan luas  tanah  te rpe rka ra  ;

- Bahwa pada  tahun  1973  saks i  melakukan  pengukuran  tanah  

menggunakan  ala t  ukur  manual  mula i  tanah  mi l i k  pak  

Karabu  mengarah  ke  Bara t  dengan  luasan  sek i t a r  10  

kap l i ng  tanah  yang  saat  i t u  kond is i n ya  masih  rawa  dan  

sebe lah  Sela tan  dar i  tanah  yang  ukur  saks i  ada lah  mi l i k  

H.M.  Ar ie f   yang sekarang  menjad i  ob jek  sengke ta  ;  

- Bahwa  saks i  juga  sempat  melakukan  pengukuran  te rhadap  

tanah  mi l i k  H.M.  Ar ie f  ;
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- Bahwa lokas i  tanah  mi l i k  H.M.  Ar ie f  yang  d iuku r  saat  i t u  

te lah  ada  pematang  namun  sebe lah  Sela tan  tanah  mi l i k  

H.M.  Ar ie f  masih  da lam  kond is i  hutan  bakau  seh ingga  

t i dak  dapat  d iukur  ;

- Bahwa ukuran  tanah  mi l i k  H.M.  Ar ie f  yang  sempat  d iukur  

oleh  saks i  dar i  arah  Timur  ke  Bara t  ±  100  meter  

sedangkan  dar i  Utara  ke  Sela tan  t i dak  se lesa i  d iukur  

karena  kond is i  a i r  sedang  pasang  ;

- Bahwa  lokas i  tanah  mi l i k  H.M.  Ar ie f  yang  d iuku r  oleh  

saks i  saat  i t u ,  sekarang  sebag ian  te r l e t a k  dalam lokas i  

PT.  Jamsostek  dan  sebag ian  kearah  Bara t  dar i  PT.  

Jamsostek  ;

- Bahwa  pengukuran  di l akukan  oleh  saks i  atas  per in t ah  

Kepala  Agrar i a  dan  saat  melakukan  pengukuran  tanah  di  

lokas i  mi l i k  H.M.  Ar ie f  te rsebu t  t i dak  ada  pihak  yang  

mengajukan  kebera tan  ;

- Bahwa se la i n  H.M.  Ar ie f  pemi l i k  tanah  disek i t a r  lokas i  

ob jek  sengke ta  yakn i  Thal i b ,  Rosdiana ,  Baht ia r  dan masih  

ada lag i  yang  la i n  yang saks i  lupa  namanya ;

- Bahwa saat  melakukan  pengukuran  belum  ada  Ja lan  Bunga  

Kumala  dan Ja lan  By Pass  ;

- Bahwa  saks i  t i dak  pernah  mel iha t  sura t  tanah  mi l i k  

HM.Ar ie f  ;

- Bahwa pengukuran  di l akukan  saks i  atas  permohonan  saks i  

d i  Kantor  Agrar i a  Kota  Kendar i  ;

6.  Saks i  Si ra j udd i n .

- Bahwa saks i  tahu  tanah  sengketa  tanah  yang  te r l e t a k  di  

Ja lan  Bunga Kumala  berhadapan  dengan Ja lan  By Pass  ;

- Bahwa saks i  kena l  dengan  H.M.  Ar ie f  karena  sek i t a r  tahun  

1985  saat  i t u  saks i  membel i  tanah  disek i t a r  ob jek  

sengketa  ;

- Bahwa  saks i  tahu  karena  dulu  saks i  car i  tanah  dis i t u  

tahun  1985,  saks i  be l i  tanah  tahun  1986  dan  saks i  jua l  

kembal i  kepada  H.  Amir  ;

- Bahwa  saks i  be l i  tanah  mi l i k  Adr i  yang  bersebe lahan  

dengan tanahnya  La Sambo Ntewo ;
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- Bahwa  pengetahuan  saks i  ten tang  tanah  mi l i k  La  Sambo 

Ntewo  ada lah  karena  saks i  berke l i l i n g  mencar i  tanah  

disek i t a r  ob jek  sengke ta  dan  ber temu  dengan  pak  Karabu  

la l u  di tun j ukan lah  tanah  mi l i k   La  Sambo Ntewo  (kond is i  

tanah  i t u  te l ah  ada  pematang)  yang  te r l e t a k  di  sebe lah  

t imur  mi l i k  pak  Hadr i  ;

- Bahwa saks i  masih  mengena l i  lokas i  tanah  mi l i k  La  Sambo 

Ntewo,  yang  saat  in i  d ia tas  lokas i  te rsebu t  te l ah  ada  

pen jua l  jambu mete  ;

- Bahwa lokas i  tanah  mi l i k  H.M.  Ar ie f  saat  i t u  te l ah  ada  

empang dan  d i l okas i  te rsebu t  te rdapa t  beberapa  rumah non  

permanen (gubuk)  ;

- Bahwa le tak  tanah  mi l i k  H.M.  Ar ie f   yang  di tun j ukan  oleh  

pak  Karabu  kepada  saks i  saat  in i  ada lah  sebag ian  masuk  

di l okas i  Jamsostek  la l u  mengarah  ke  Bara t  dan  Sela tannya  

berba tas  dengan By Pass  ;

- Bahwa  saks i  juga  pernah  di t awar i  lokas i  te rsebu t  dar i  

H.M.  Ar ie f  namun karena  t i dak  bermina t  saks i  menolak  dan  

hanya  member l i  lokas i  tanah  mi l i k  Amir  ;  

- Bahwa tanah  mi l i k  La  Sambo Ntewo  ada lah  disebe lah  Timur  

Ja lan  Bunga Kumala  ;

- Bahwa le tak  tanah  yang  saks i  be l i  d isebe lah  Al imud in  dan  

pen jua l  jambu mete  ;

- Bahwa tanahnya  H.M.  Ar ie f  sebe lah  bara t  tanahnya  Adr i  ;

- Bahwa bangunan  Jamsostek  masuk tanahnya  H.M.  Ar ie f  ;

- Bahwa waktu  saks i  be l i  tanah  ja l an  By Pass  be lum ada ;

- Bahwa saks i  tahu  ada tanah  mi l i k  La Sambo Ntewo dar i  pak  

Karabu  ;

- Bahwa saks i  t i dak  kena l  dengan DG. Gasing  ;

- Bahwa  pos is i  tanah  yang  d ikuasa i  saks i  d ibag ian  Utara  

dar i  obyek  sengketa  ;

- Bahwa di l okas i  ada  rumah yang  di tempat i  penjaga  pak  H.M.  

Ar ie f  ;

- Bahwa sebe lum tahun  1985 H.M.  Ar ie f  pernah  memper l i ha t kan  

Ser t i f i k a t   tanah  mi l i knya  kepada  saks i  ;
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7.  Saks i  Mahmud Kat jong .  

- Bahwa  saks i  sudah  kena l  lama  H.M.  Ar ie f ,  saks i  kena l  

bu lan  Mei  1986  karena  sama- sama  ku l i ah  d i  Univers i t a s  

Halu leo  ;

- Bahwa H.M.  Ar ie f  ada lah  pegawai  Agrar i a  ;

- Bahwa  saks i  tanya  ka lau  ada  tanahnya ,  d i j awab  ada  

tanahnya  kami  dibawa   ke  Ja lan  Bunga  Kumala  karena  

ja l annya  be lum  tembus  kami  ja l an  dia tas  pematang  empang 

pak  Karabu  dan di tun j ukan  tanahnya  pak  H.M.  Ar ie f  ;

- Bahwa H.M.  Ar ie f  t i dak  menunjukan  batas - batas  tanahnya  ;

- Bahwa saks i  t i dak  jad i  be l i  lokas i  tanahnya  H.M.  Ar ie f  

karena  kond is i  tanah  te rsebu t  rawa  dan  butuh  biaya  besar  

untuk  melakukan  pen imbunan  ;

- Bahwa pak  Karabu  ker j a  di  Agrar i a  Kendar i  ;

- Bahwa saks i  masih  mengena l i  lokas i  mi l i k  H.M.  Ar ie f  yakn i  

lokas i  te rsebu t  sebag ian  masuk  lokas i  Jamsostek  kearah  

bara t  ;

- Bahwa saks i  t i dak  mengetahu i  berapa  luas  tanah  mi l i k  H.M.  

Ar ie f  ;

- Bahwa tanah  yang  d i t un j uk  H.M.  Ar ie f  sebe lah  Bara t  dar i  

tanahnya  Karabu  ;

- Bahwa bangunan  Jamsostek  sebe lah  Timur  dar i  tanah  H.M.  

Ar ie f  ;

- Bahwa keadaan  tanah  pada  waktu  saks i  kesana  masih  rawa  

dan di t umbuh i  kayu  bakau  ;

- Bahwa  saks i  t i dak  pernah  l i ha t  ser t i f i k a t  tanah  H.M.  

Ar ie f  ;

Menimbang,  bahwa  se la i n  saks i - saks i  te rsebu t  d ia tas  untuk  

meneguhkan  da l i l - da l i l  gugatannya ,  para  penggugat  juga  te l ah  

menghadi r kan  dipe rs i dangan  seorang  Ahl i  dar i  Badan 

Per tanahan  Kota  Kendar i  yakn i  ;  Ind r i a t i  Nings ih ,  yang  

sebe lum  member i kan  kete rangan  te r l eb i h  dahu lu  d isumpah  

menuru t  ta ta  cara  agamanya,  yang  pada  pokoknya  menerangkan  

sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  ahl i  d iangka t  menjad i  Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  
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tahun  1982 d i  Kanto r  BPN Manado ;

- Bahwa ahl i  d iangka t  sebaga i  Kasubs i  sengketa  tanah  se jak  

tahun  2002 ;

- Bahwa  set i ap  pembuatan  ser t i f i k a t  harus  dise r t a i  dengan  

gambar  tanah  ;

- Bahwa  permohonan  untuk  penerb i t an  ser t i f i k a t  maupun 

penggant i an  ser t i f i k a t  harus  didahu lu i  pen in j auan  lokas i  

d ise r t a i  peta  ;

- Bahwa  Lasambo  pernah  mengajukan  permohonan  penerb i t an  

Kembal i  ser t i f i k a t  No.  7  dan   penerb i t an  ser t i f i k a t  

te rsebu t  berdasarkan  peta  dan  tanah  mi l i k  Lasambo  masuk  

dalam petak  11 lembar  ke 6 dar i  Buku Tanah ;

- Bahwa  Ser t i f i k a t  No.  7  te r l e t a k  d i  Ja lan  Bunga  Kumala  

sesua i  dengan  Gambar  tanah  da lam ser t i f i k a t  ;

- Bahwa Ser t i f i k a t  No.7  dan No.8  t i dak  tumpang t i nd i h  ;

- Bahwa  Ser t i f i k a t  No.7  te l ah  dia l i h kan  Lasambo  kepada  

Jamsostek  dan  te l ah  di l akukan  pera l i han  dan  pemecahannya  

di  BPN Kota  Kendar i  ;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  para  Tergugat   untuk  menguatkan  

dal i l - da l i l  bantahannya  di  depan pers idangan  te lah  mengajukan  

bukt i  sura t  berupa  fo to  copy  yang  te l ah  dibe r i  matera i  

secukupnya  yang  se lan ju t nya  oleh  Maje l i s  te l ah  d isesua i kan  

dengan as l i nya  yang  dibe r i  tanda   :

BUKTI  TERGUGTAT I

1. Foto  Copy  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.7 /Ke lu rahan  Kemaraya  

atas  nama pemegang hak  La Sambo Ntewo,  diber i  tanda  TI - 1 

;  

2. Foto  Copy  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.00024/Ke l . Lahundape  

atas  nama pemegang hak  Drs .  La Sambo Ntewo,  dibe r i  tanda  

TI - 2 ;

3. Foto  Copy  Putusan  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  No.  

27/Pdt .G /1994 /PN.Kd i ,  d ibe r i  tanda  TI - 3 ;

4. Foto  Copy  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Sul t r a  No.  

13/Pdt / 1995 /PT .SULTRA,  d ibe r i  tanda  TI - 4 ;
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5. Foto  Copy Putusan  Kasas i  Reg.No.  2424/K /Pd t / 1995 ,  d ibe r i  

tanda  TI - 5 ;

6. Foto  Copy  Putusan  Penin jauan  Kembal i  Reg.No.  477  

PK/Pdt /1997 ,  d iber i  tanda  TI - 6 ;

7. Foto  Copy  Putusan  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  Perkara  

Pidana  No.  159/P id .B /2009 /PN.Kd i ,  d ibe r i  tanda  TI - 7 ;

8. Foto  Copy  Pener imaan  berkas  pidana  d i  Mahkamah  Agung 

tangga l  17 Desember  2009,  d ibe r i  tanda  TI - 8 ;

BUKTI  TERGUGAT I I .

1. Foto  Copy  Ser t i f i k a t  HGB No.  00001/Lahundape ,  Kecamatan  

Kendar i    Bara t , d i be r i  tanda  TI I - 1 ;

2. Foto  Copy  Akta  Jua l  Bel i  Nomor  199/Kendar i  

Bara t /X I I / 2 007 ,  d ibe r i  tanda  TI I - 2 ;

3. Foto  Copy  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  

No.13 /PDT/G/1994 /PN.Kd i ,  d iber i  tanda  TI I - 3 ;

4. Foto  Copy  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Sul t r a  

No.13 /PDT/1995/PT.SULTRA,  dibe r i  tanda  TI I - 4 ;

5. Foto  Copy Putusan  Kasas i  Reg.No.  2424 K/Pdt / 1995 ,  d ibe r i  

s idang tanda  TI I - 5 ;

6. Foto  Copy  Putusan  PK Reg.  No.  477  PK/Pdt /1997 ,  d ibe r i  

tanda  TI I - 6 ;

7. Foto  Copy  Pencabutan  Perkara  Perdata  

No.47 /PDT.G/2009 /PN.Kd i ,  tangga l  22  Februar i  2010,  

d ibe r i  tanda  TI I -  7 :

BUKTI  TERGUGAT  I I I

1. Foto  Copy  Ser t i f i k a t  HGB No.  0000l  atas  nama 

Drs .H .Lasambo  Ntewo,  diber i  tanda  TI I I - 1  (   as l i  

pada Terguga t  I I )  ;

2. Foto  Copy  Akta  Jua l  Bel i  No.  199/Kendar i  Bara t  

/X I I / 2 007 ,d i be r i  tanda  TI I I - 2 (  as l i  pada  Tergugat  

I I )  ;

BUTKI TERGUGAT IV

1. Foto  Copy  buku  tanah  ser t i f i k a t  hak  mi l i k /Ke l u r ahan  
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Kemaraya  atas  nama La Sambo Ntewo,  d ibe r i  tanda  TIV- 1 ;

2. Foto  Copy  buku  tanah  ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

24/Ke l . Lahundape ,  atas  nama Drs .  La  Sambo Ntewo,  dibe r i  

tanda  TIV- 2 ;

3. Foto  Copy  buku  tanah  Ser t i f i k a t  hak  mi l i k  No.  

26/Ke l . Lahundape ,  atas  nama Drs .  La  Sambo Ntewo,  dibe r i  

tanda  TIV- 3 ;

4. Foto  Copy  buku  tanah  ser t i f i k a t  HGB 

No.00001/Ke l . Lahundape ,  atas  nama Jaminan  Sosia l  Tenaga  

Ker ja  (Jamsostek ) ,   d iber i  tanda  TIV- 4 ;

5. Foto  Copy  buku  tanah  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  No.  

1062/Ke l .Kemaraya  atas  nama M.Ar ie f ,  d iber i  tanda  TIV-

5 ;

6. Foto  Copy  buku  tanah  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  No.  

2514/Ke l .Kemaraya  atas  nama M.Ar ie f ,  d iber i  tanda  TIV-

6 ;

7. Foto  Copy  buku  tanah  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  

No.2515/Ke l .Kemaraya  atas  nama  M.Ar ie f ,  d ibe r i  tanda  

TIV- 7 ;

8. Foto  Copy  buku  tanah  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  No.  

1833/Ke l .Kemaraya ,  atas  nama M. Ar ie f ,  d ibe r i  tanda  TIV-

8 ;

9. Foto  Copy  buku  tanah  ser t i f i k a t  hakmi l i k  No.  

1834/Ke l .Kemaraya ,  atas  nama DRS. Hambal i  Bibong ,  d ibe r i  

tanda  TIV- 9 ;

10. Foto  Copy  buku  tanah  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  No.  

1835/Ke l .Kemaraya ,  atas  nama  M.Yunus  Haimin ,  d iber i  

tanda  TIV- 10 ;

11. Foto  Copy  buku  tanah  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  No.  

1836/Ke l .Kemaraya ,  atas  nama  Drs .Kamarudd in  Damang,  

dibe r i  tanda  TIV- 11 ;

12. Foto  Copy  buku  tanah  ser t i f i k a n t  hakmi l i k  No.  

1839/Ke l .Kemaraya ,a tas  nama Drs .  Muh.  Saleh  B,  d ibe r i  

tanda  TIV- 12 ;

13. Foto  Copy  buku  tanah  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  No.  

1840/Ke l .Kemaraya ,  atas  nama  Drs .Ya to  Pala r i ,  d ibe r i  
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tanda  TIV- 13 ;

14. Foto  Copy  buku  tanah  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  

No.1901/Ke l .Kemaraya  atas  nama Pet ta  In tang ,d i be r i  tanda  

TIV- 14 ;

Menimbang,  bahwa se la i n  mengajukan  a la t  bukt i  berupa  sura t -

sura t  te rsebu t  para  Tergugat   juga  mengajukan  6 (enam)  orang  

saks i  yakn i  :1 .  Amir  Kako ;  2.  Al imuddun  ;3 .  Abdul  Wawab ;4 .  

Drs .Muh.Nass i r  ;5 .  Samiun  ;6 .Muh.Nur  ,  yang  masing- masing  

member ikan  kete rangan  di  bawah  sumpah  yang  pada  pokoknya  

sebaga i  ber i ku t  :  

1.  Saks i  Amir  Kako .

- Bahwa saks i  kena l  dengan  para  penggugat  dan  te rguga t  I ,  

d isebabkan  saks i  ber te tangga  di  Ja lan  Kumala  yang  t i dak  

jauh  dar i  tanah  sengke ta  ;

- Bahwa  saks i  t i ngga l  d i  ja l an  Kumala  se jak  tahun  1973  

sebaga i  Kepala  Rukun Tetangga/RT  ;

- Bahwa  saks i  tahu  sengketa  anta ra  para  pihak  ya i t u  

mengenai  tanah  yang  te r l e t a k  di  Ja lan  Bunga Kumala  akan  

te tap i  t i dak  tahu  luas  maupun batas - batas  tanah  sengketa  

;

- Bahwa rumah saks i  dengan  tanah  sengke ta  ber j a rak  kurang  

leb ih  50 meter ;

- Bahwa  tanah  sengke ta  ada lah  tanahnya  La  Sambo  karena  

dahu lu  ser ing  mel iha t  La  Sambo  dengan  anak  buahnya  

beker j a  d i  tanah  sengketa  ;

- Bahwa saks i  datang  tahun  1973  La Sambo sudah  t i ngga l  d i  

Ja lan  Bunga Kumala  ;

- Bahwa  saks i   Kepala  Kampung  tahun  se jak  1975  sampai  

tahun  1982  pada  waktu  i t u  Ja lan  Bunga Kumala  belum ada,  

kemudian  saks i  sebaga i  kepa la  kampung  menemui  pak  La 

Sambo minta  iz i n  untuk  buka  ja l an  lewat  tanahnya  dan  

Lasambo  mengi j i n kan  untuk  membuka  ja l an  dan  ja l an  i t u  

kami  ber i  nama Ja lan  Bunga Kumala  ;

- Bahwa bangunan  Jamsostek  te rmasuk  tanahnya  La Sambo ;

- Bahwa  saks i  tahu  batas - batas  tanah  La  Sambo  ya i t u  :  
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Utara  berba tasan  dengan  I r .  Aksa  dan  Rahman,  Timur  

berba tasan  dengan ja l an  bunga kumala ,  Sela tan  berba tasan  

dengan  ja l an  By  Pass  dan  sebe lah  Bara t  sekarang  ada  

pondas i  ;

- Bahwa  saks i  tahu   tanah  mi l i k  La  Sambo  sudah  ada  

ser t i f i k a t n ya  ;

- Bahwa tahun  1973 H.M.Ar i e f  t i dak  ada rumahnya  dis i t u  ;

- Bahwa  saks i  tahu  La  Sambo  membel i  tanah  dar i  Daeng 

Gass ing  ;

- Bahwa saks i  kena l  dengan  Daeng Gasing  se jak  tahun  1971,  

karena  ser i ng  membabat  rumput  disek i t a r  tanah  perkara  ;

- Bahwa sebe lumnya  saks i  t i dak  tahu   anta ra  H.M.Ar ie f  dan  

La Sambo ada sengketa  tanah  ;

- Bahwa saks i  t i dak  pernah  mel iha t  bukt i  jua l  be l i  tanah  

anta ra  Daeng Gasing  dan La Sambo ;

- Bahwa  saks i  t i dak  tahu  luas  tanah  Daeng  Gasing  tap i  

le t ak  tanahnya  dar i  Ja lan  Palang  Merah  sampai  Ja lan  By 

Pass;

- Bahwa  luas  tanah  yang  saks i  minta  dar i  Lasambo  untuk  

Ja lan  Bunga Kumala  panjang  20 meter  dan lebar  4 meter  ;

- Bahwa  tanah  sengke ta  dahu lu  te r l e t a k  di  ke lu rahan  

Kemaraya  sekarang  menjad i  Kelu rahan  Lahundape  ;

- Bahwa  La  Sambo  dengan  anak  buahnya  ser i ng  datang  ke  

tanah  sengketa  ;

- Bahwa  saks i  t i dak  tahu  se jak  kapan  La  Sambo  buka  

empang ;

- Bahwa empang La Sambo di t imbun  sek i t a r  4 tahun  yang la l u  

;   

2.   Saks i  Al imudd in .

- Bahwa saks i  kena l  dengan  penggugat  I   dan  kena l  dengan  

te rguga t  I  se jak  tahun  1980 ;

- Bahwa  saks i  tahu  sengketa  anta ra  para  pihak  ya i t u  

mengenai  tanah  yang  te r l e t a k  di  Ja lan  Bunga  Kumala  By 

Pass,  karena  rumah  saks i  kurang  leb ih  80  meter  dar i  

tanah  sengketa  ;
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- Bahwa  tanah  sengke ta  te rmasuk  dida lamnya  bangunan  

Jamsostek  ada lah  mi l i k  La Sambo akan  te tap i  saks i  t i dak  

tahu  luas  maupun batas - batasnya  sedangkan  HM.Ar ie f  t i dak  

ada memi l i k i  tanah  disek i t a r  tanah  sengketa  ;

- Bahwa sepengetahuan  saks i  dahu lu  t i dak  ada  rumah  gubuk  

yang  di t empat i  Mahas iswa  disek i t a r  tanah  sengketa  ;

- Bahwa peker j aan  saks i  sete lah  pens iun  ada lah  ber jua l an  

se jak  tahun  2009  d ia tas  tanah  mi l i k  La  Sambo  ya i t u  

sebe lah  k i r i  Ja lan  Bunga Kumala  ;

- Bahwa saks i  kena l  dengan Daeng Gasing  ;

- Bahwa  se lama  saks i  ber j ua l an  di  atas  tanah  La  Sambo 

t i dak  ada yang  kebera tan  ;  

3.  Saks i  Abdul  Wahab.

- Bahwa saks i  kena l  dengan penggugat  I  dan te rguga t  I  ;

- Bahwa  saks i  mengetahu i  sengketa  anta ra  para  pihak  

mengenai  tanah  d isebe lah  kanan   Ja lan  Bunga  Kumala  

berhadapan  dengan  Ja lan  By  Pass,  akan  te tap i  luas  dan  

batas -  batasnya  saks i  t i dak  tahu  ;

- Bahwa  saks i  ada lah  Ketua  RT se jak  tahun  1985  sampai  

sekarang  dan  tanah  sengketa  masih  te rmasuk  wi layah  RT 

nya saks i  ;

- Bahwa  Ja lan  Bunga  Kumala  dibuka  tahun  1980  dan  pada  

tahun  1985 Ja lan  By Pass  sudah  ada te tap i  be lum d ibuka  ;

- Bahwa Ja lan  Bunga Kumala  tahun  1983  masih  ja l an  setapak  

;

- Bahwa rumah La Sambo dibe lakang  bangunan  Jamsostek  ;

- Bahwa  saks i  tahu  H.M.Ar ie f  beker j a  di  pada  kanto r  

Agrar i a  Kendar i  ;

- Bahwa sebe lum  tahun  1985  saks i  t i ngga l  d i  Ja lan  Faja r  

Merantau  ;

- Bahwa  Amir  t i dak  menjad i  kepa la  kampung  tahun  1988  

sete lah  ada pemi l i han  RT ;

- Bahwa  disebe lah  bangunan  Jamsostek  saks i  t i dak  pernah  

l i ha t  ada  rumah  gubuk  yang  di tempat i  Mahasiswa  dis i t u  

yang  ada pohon bakau  ;

- Bahwa  tahun  1983  sewaktu  saks i  membuat  pondas i  rumah 
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Daeng  Gasing  mendatang i  saks i  la l u  mengatakan  bahwa 

tanah  mula i  dar i  PMI  sampai  Ja lan  By Pass  ada lah  tanah  

mi l i knya  ;

- Bahwa saks i  tahu  tanah  sengketa  ada lah  tanah  mi l i k  La  

Sambo akan  te tap i  saks i  t i dak  tahu  asa l - usu lnya  La Sambo 

memi l i k i  tanah  te rsebu t  ;

- Bahwa  saks i  t i dak  pernah  mengeluarkan  i j i n  pengo lahan  

tanah  atas  nama La Sambo ;

4.   Saks i  Drs .  Muh.  Nasi r .

- Bahwa  saks i  tahu  sengketa  anta ra  para  pihak  ada lah  

mengenai  tanah  d isebe lah  kanan  Ja lan  Bunga  Kumala  

berhadapan  dengan  Ja lan  By Pass;

- Bahwa tanah  sengke ta  pers i s  didepan  rumah saks i  ;

- Bahwa saks i  tahu  tanah  sengketa  mi l i k  La  Sambo karena  

saks i  mel iha t  La Sambo ser ta  anak  buahnya  ser ing  beker j a  

members ihkan  empang ;

- Bahwa le tak  tanah  saks i  sebe lah  tanah  sengketa  disebe lah  

uta ra  tanah  sengketa  Mutha l i b  pada tahun  1979 ;

- Bahwa  sewaktu  saks i  datang  pada  tahun  1979,  La  Sambo 

sudah  menger jakan  tanah  te rpe rka ra  sedangkan  HM.Ar ie f  

t i dak  pernah  menger jakan  tanah  te rpe rka ra  ;

- Bahwa  keg ia tan  yang  di l akukan  La  Sambo  dengan  anak  

buahnya  di tanah  te rpe rka ra  ada lah  members ihkan  empangnya  

;

- Bahwa  se lama  La  Sambo  mengolah  tanahnya  saks i  t i dak  

pernah  mel iha t  H.M.Ar ie f  mengolah  tanah  dis i t u  ;

- Bahwa pada tahun  1979 tanahnya  La Sambo bentuknya  empang 

dengan pematang  ke l i l i n g  ;  

- Bahwa  du lu  d i  atas  tanah  sengketa  t i dak  ada  rumah 

mahas iswa  dis i t u  ;

- Bahwa  saks i  tahu  batas - batas  tanah  sengke ta  ya i t u  :  

sebe lah  Utara  berba tasan  dengan  saks i  dan Rahim,  sebe lah  

Timur  berba tasan  dengan  Ja lan  Bunga  Kumala ,  sebe lah  

Sela tan  berba tasan  dengan  Ja lan  By  Pass  dan  sebe lah  

Bara t  berba tasan  dengan Pondas i  ;
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- Bahwa  saks i  t i dak  tahu  La  Sambo  pero leh  tanah  dar i  

mana ;

- Bahwa saks i  t i dak  kena l  dengan Daeng Gasing  ;

- Bahwa tanah  La  Sambo yang  saks i  maksud  ada lah  lahan  di  

Ja lan  Bunga  Kumala  tembus  berhadapan  dengan  Ja lan  By 

Pass;

- Bahwa  tanah  sebe lah  k i r i  Ja lan  Bunga  Kemala  yang  

sekarang  sedang  d i t imbun  ada lah  tanah  mi l i knya  La  

Sambo ;

- Bahwa bangunan  Jamsostek  dahu lu  te rmasuk  tanah  mi l i k  La  

Sambo ;

- Bahwa empang La Sambo di t imbun  sete lah  ada Ja lan  By Pass  

;

- Bahwa  sete lah  empang  di t imbun ,  La  Sambo  masih  ser i ng  

datang  ke  lokas i  ;

- Bahwa se jak  tahun  1979 lokas i  La Sambo t i dak  ada masalah  

;

- Bahwa  saks i  t i dak  pernah  menjad i  saks i  da lam  kasus  

sengketa  anta ra  H.M.Ar ie f  dengan La Sambo ;

5.  Saks i  Samiun

- Bahwa saks i  kena l  dengan Lasambo se jak  tahun  1971 ;

- Bahwa Lasambo ada tanahnya  di  By Pass  ;

- Bahwa tahun  1974  saks i  beser ta  Las ibe la ,  Jemi ,  Klemen,  

Ju l i an ,  Tand i l aga ,  Dugar i  dan Ruruk  menger jakan  tanah  La  

Sambo untuk  membuat  empang ;

- Bahwa yang  suruh  menger jakan  La Sambo ;

- Bahwa harga  pembuatan  empang saks i  t i dak  tahu ,  yang  tahu  

ada lah  Las ibe la  sebaga i  pemborongnya  ;   

- Bahwa La Sambo ser ing  datang  sehab is  pu lang  kanto r   atau  

har i  minggu  ;

- Bahwa saks i  beser ta  kawan- kawan mengejakan  empang kurang  

leb ih  1 (sa tu )  bulan  ;

- Bahwa disek i t a r  empang t i dak  ada rumah ;

- Bahwa  disek i t a r  i t u  t i dak  ada  orang  la i n  hanya  La  

Sambo ;

- Bahwa te rakh i r  saks i  mel iha t  empang  te l ah  di t imbun  dan  
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sekarang  te lah  d ibangun  kanto r  Jamsostek  ;  

- Bahwa sewaktu  pembuatan  empang Ja lan  Bunga Kumala  belum 

ada ;

- Bahwa H.M.  Ar ie f  t i dak  ada tanahnya  d is i t u  ;

- Bahwa  setahu  saks i  La  Sambo   beker j a  di  Kantor  

Gubernur  ;

6.  Saks i  Muh.  Nur  

- Bahwa saks i  t i ngga l  d i  ja l an  By Pass  sebe lah  kanan  cafe  

pe lang i  ;

- Bahwa  saks i  kena l  dengan  penggugat  I  dan  te rguga t  I ,  

karena  saks i  t i dak  jauh  tempat  t i ngga lnya  dar i  tanah  

te rpe rka ra  ;

- Bahwa saks i  tahu  tanah  te rpe rka ra  di  Ja lan  By Pass  mula i  

dar i  sebe lahnya  cafe  pe lang i  sampai  samping  Ja lan  Bungan  

Kumala  :  

- Bahwa tanah  mi l i k  saks i  dengan  tanah  sengketa  ja raknya  

kurang  leb ih  50 meter  ;

- Bahwa  saks i  mengetahu i  tanah  sengketa  mi l i k  La  Sambo 

karena  saks i  ser i ng  mel iha t  La  Sambo  members ihkan  

empangnya  se jak  tahun  1980 ;

- Bahwa H.  M. Ar ie f  t i dak  ada tanahnya  dis i t u  ;

- Bahwa  dar i  tahun  1980  sampai  sekarang  t i dak  ada  yang  

mengolah  tanah  perkara  yang  saks i  l i ha t  se la i n  La  

Sambo ;  

- Bahwa bangunan  Jamsostek  dahu lu  tanah  mi l i k  La Sambo ;

- Bahwa saks i  mempero leh  tanah  dar i  Haj i  Rawi  ;

- Bahwa tahun  1980  sek i t a r  tanah  perkara  masih  lau t  dan  

rawa- rawa ;

- Bahwa tahun  1980 belum ada ja l an  By Pass;

- Bahwa  saks i  t i dak  tahu  La  Sambo  pero leh  tanah  dar i  

mana ;

- Bahwa saks i  t i dak  kena l  dengan Daeng Gasing  ;

Menimbang,  bahwa  kemudian  atas  permin taan  para  p ihak  yang  

bersengke ta  maka  pada  har i  Rabu,  tangga l  6  Oktober  2010,  
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Maje l i s  Hakim  dengan  didamping i  o leh  Pani te ra  Penggant i  

dengan  dihad i r i  Kuasa  para  Penggugat  dan Kuasa  para  Terguga t  

te lah  tu run  ke lokas i  melakukan  pemer iksaan  atas  ob jek  

sengketa ,  guna  memast i kan  keberadaannya ,  le tak  pos is i ,  

bentuk /gambar  tanahnya ,  ukuran  dan  batas - batasnya  ser ta  

keadaan  dan  apa- apa  yang  ada  d ia tas  objek  sengketa ,  yang  

untuk  mempers ingka t  putusan  in i  maka  has i l nya  di tun j uk  

ber i t a  acara  pemer iksaan  setempat  yang  merupakan  satu  

kesatuan  dengan  putusan  dan  karenanya  d ianggap  te lah  

dipe r t imbangkan  dan te rmuat  pu la  dida lam putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  para  Penggugat  mengajukan  kes impu lannya  

pada  tangga l  19 Januar i  2011 juga  Tergugat  I  dan Tergugat  I I  

ser ta  Terguga t  IV   te l ah  mengajukan  kes impu lan  te r t angga l  12  

Januar i   2010  sedangkan  Tergugat  I I I  t i dak  mengajukan  

kes impu lannya  da lam  perkara  in i  dan  se lan ju t n ya  mohon 

putusan ;  

Menimbang,  bahwa  untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan  in i  

se lan ju t nya  menunjuk  pada ber i t a  acara  pers i dangan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  para  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  yang  te l ah  diu ra i kan  di  atas ;

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  para  penggugat  te rsebu t ,  para  

te rguga t  d ida lam  jawabannya  sebe lum menanggap i  pokok  perkara  

te lah  mengajukan  ekseps i ,  o leh  karenanya  sebe lum 

mempert imbangkan  gugatan  dalam pokok  perkara  te r l eb i h  dahu lu  

akan  dipe r t imbangkan  ekseps i  yang dia jukan  oleh  para  te rguga t  

;

DALAM EKSEPSI  :

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t ,  para  te rguga t  

te lah  mengajukan  ekseps i  yang  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  

1.  Gugatan  penggugat  Ne b is  in  idem  karena  objek  sengketa  
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te lah  dipu tus  sebe lumnya  yang  putusannya  te l ah  berkekua tan  

hukum te tap  (bahkan  te l ah  dieksekus i ) ,  juga  pihak - pihak  

dalam  perkara  in i  adalah  juga  p ihak - pihak  dalam  perkara  

yang  putusannya  te l ah  berkekua tan  hukum te tap  ;

2.  Gugatan  Prematur  karena  dal i l - da l i l  gugatan  para  

penggugat  d idasarkan  adanya  sura t  pa lsu  (  Sura t  Keterangan  

Gant i  Kerug ian  anta ra  Dg.Gass ing  dengan    La  Sambo Ntewo)  

sebaga i  dasar  penguasaan  objek  sengketa ,  sedangkan  dugaan  

adanya  sura t  pa lsu  te rsebu t  te lah  dipu tus  dalam  Perkara  

Pidana  No.  159/P id .B /2009 /PN.Kd i ,  be lum mempunyai  kekuatan  

hukum te tap /da l am  tahap  Kasas i  seh ingga  dasar  dan  alasan  

dugaan  sura t  pa lsu  ada lah  gugatan  yang  prematu r  karena  

semest i nya  gugatan  dengan  alasan  sura t  palsu  tepa t  untuk  

dia j ukan  sete lah  adanya  putusan  pidana  yang  menyatakan  

te rbuk t i  adanya  sura t  pa lsu  te rsebu t  ;

3.  Dal i l  Gugatan  para  Penggugat  yang  menyatakan  

Keputusan  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  dibe r i k an  kepada  

te rguga t  I  t i dak  sah  dan  t i dak  memi l i k i  kekuatan  hukum 

secara  subs tans ia l  d i l ua r  kewenangan  Pengad i l an  Neger i  

te tap i  gugatan  te rsebu t  merupakan  kompetens i  abso lu te  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa atas  ekseps i  para  te rguga t  te rsebu t  Maje l i s  

Hakim akan  memper t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :

Tentang gugatan  penggugat  Ne bis  in  idem.

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ne  bis  in  idem  yang  

meleka t  pada  putusan ,  harus  d ipenuh i  syara t - syara t  yang  

bers i f a t  kumula t i f  ya i t u  :  

1.   Apa yang diguga t  sudah  pernah  dipe rka rakan  sebe lumnya  ;

2.   Terhadap  perkara  te rdahu lu ,  te lah  ada  putusan  yang  

berkekua tan  hukum te tap ;

3.   Putusan  bers i f a t  pos i t i f  ;

4.   Subjek  atau  p ihak  sama ;

5.   Objek  gugatan  sama ;

Menimbang,  bahwa  juga  Yur i sp rudens i  Mahkamah Agung  No.  102  
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K/Sip /1972  tangga l  23  Ju l i  1973,  yang  menyatakan  “  Apabi l a  

da lam perkara  baru  te rnya ta  para  pihak  berbeda  dengan  pihak  

dalam perkara  yang  sudah  dipu tus  te r l eb i h  dahu lu ,  maka t i dak  

ada ne b is  in  idem ;

           
Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  sete lah  memperhat i kan  dan  

mempela ja r i  sura t  gugatan  penggugat  te rnya ta  sub jek  atau  

pihak  yang  berperka ra  da lam  perkara  a  quo  berbeda  dengan  

pihak  dalam  perkara  perda ta  yang  sudah  d ipu tus  te r l eb i h  

dahu lu  yang  te lah  berkekua tan  hukum  te tap  maka  dengan  

demik ian  Unsur  ne bis  in  idem t i dak  te rpenuh i  da lam perkara  a  

quo ,  lag i  pu la  perkara  in i  d idasarkan  pada perbua tan  melawan  

hukum dengan  bentuk  perbua tan  penggunaan  sura t  pa lsu  yang  

berak iba t  t i dak  sa ja  pada  tanah  sengketa  te tap i  juga  dapat  

berak iba t  gant i  rug i ;

Tentang Gugatan Prematur  .  

Menimbang,  bahwa  mengenai  ekseps i  para  te rguga t  yang  

menyatakan  gugatan  para  penggugat  prematu r  dengan mendasarkan  

gugatan  adanya  sura t  pa lsu  berupa  Sura t  Keterangan  gant i  

kerug ian  anta ra  Dg.Gass ing  dengan  La Sambo Ntewo te r t angga l  5  

Jun i  1974  ( te r t anda  P- 1  h i t am  da lam  perkara  perda ta  No.  

27/PDT.G/1994 /PN.KDI )  sedangkan  dugaan  adanya  sura t  pa lsu  

te rsebu t  d ia tas  te l ah  d ipu tus  dalam  perkara  p idana  No.  

159/P id .B /2009 /PN.KDI ,  be lum  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap /mas ih  da lam  tahap  kasas i  seh ingga  dasar  dan  alasan  

adanya  sura t  pa lsu  ada lah  gugatan  yang  prematu r  karena  

semest i nya  gugatan  dengan  alasan  sura t  palsu  tepa t  untuk  

dia j ukan  sete lah  ada  putusan  pidana  yang  menyatakan  te rbuk t i  

adanya  sura t  pa lsu  te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  sete lah  memperhat i kan  dan  

mempela ja r i  sura t  gugatan  para  penggugat  te rnya ta  bahwa 

dal i l - da l i l  gugatan  para  penggugat  bukan  hanya  

mempermasalahkan  adanya  sura t  pa lsu  atau  pemalsuan  tanda  

tangan   yang  dia jukan  dalam  perkara  perda ta  No.  

27/PDT.G/1994 /PN.KDI .  juga  da l i l - da l i l  gugatan  para  penggugat  
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menyangkut  :

1.  Adanya perbua tan  te rguga t  I  memani fu l as i  seo lah - o lah  te l ah  

keh i l angan  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  No.7  atas  nama La  Sambo 

Ntewo .

2.   Adanya  perbua tan  te rguga t  IV  yang  mengumumkan keh i l angan  

ser t i f i k a t  hak  mi l i k  No.  7  atas  nama La  Sambo Ntewo  dan  

menerb i t kan  lag i  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  No.  7  atas  nama La  

Sambo  Ntewo  dengan  sura t  ukur  No.  98/1975  bukan  lag i  

te r l e t a k  di  Kel .Watu - watu  akan  te tap i  d i  Kel .Kemaraya  ;

3.   Adanya  perbua tan  te rguga t  I  yang  menjua l  ob jek  sengketa  

kepada  te rguga t  I I  Jamsostek  dihadapan  Notar i s /PPAT  Agus  

Jaya  / t e r guga t  I I I  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  per t imbangan  dia tas  

walaupun  perkara  pidana  Nomor  159/P ID .B /2009 /PN.KDI ,  atas  

nama Drs .H .  La  Sambo Ntewo,  be lum  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap  yang  berdasarkan  bukt i  sura t  TI - 8  masih  da lam  tahap  

kasas i ,  t i dak l ah  membuat  gugatan  penggugat  prematu r  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  d ia tas ,  

ekseps i  para   te rguga t  t i dak  cukup  bera lasan  oleh  karena  i t u  

harus lah  di t o l a k  ;

Tentang Kompetensi  Absolut  .

Menimbang,  bahwa para  te rguga t  te lah  mengajukan  ekseps i  yang  

pada pokoknya  menyatakan  oleh  karena  Keputusan  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  yang  dibe r i kan  kepada  para  te rguga t  t i dak  sah  

dan  t i dak  memi l i k i  kekuatan  hukum secara  substans ia l  d i l ua r  

kewenangan  Pengad i l an  Neger i  te tap i  gugatan  te rsebu t  

merupakan  kompetens i  abso lu te  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

seh ingga  seharusnya  perkara  a quo dipe r i k sa  di  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  para  te rguga t  te rsebu t  

Maje l i s  Hakim akan  memper t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa oleh  karena  ekseps i  te r sebu t  ada lah  ekseps i  
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ten tang  kewenangan  mengadi l i  yang  abso lu te ,  maka berdasarkan  

keten tuan  pasa l  160  Rbg,  ekseps i  te rsebu t  dapat  d ia j ukan  

set i ap  saat  sebe lum  adanya  putusan  juga  demik ian  pula  ha l  

yang  sama Maje l i s  Hakim  dapat  memutus  set i ap  saat  ba ik  ada  

ekseps i  maupun tanpa  ekseps i  ;  

Menimbang,  bahwa dengan  memperhat i kan  log i ka  yang  te rkandung  

dalam  keten tuan  pasa l  160  Rbg  dika i t k an  dengan  keten tuan  

pasa l  161  dan  pasa l  162  Rbg te rsebu t ,  adalah  bahwa putusan  

te rsebu t  set i ap  saat  dapat  d i j a t uhkan  oleh  Maje l i s  Hakim 

dalam hal  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa Pengadi l an  Neger i  

t i dak  berwenang  untuk  mengadi l i  perka ra  te rsebu t  sebab  dengan  

demik ian  pemer iksaan  t i dak  per lu  di l an j u t kan ,  seba l i k nya  

apab i l a  Pengad i l an  Neger i  berpendapat  bahwa untuk  mengetahu i  

berwenang  t i daknya  pengad i l an  per lu  pembukt i an  dan  sete lah  

pembukt i an  te rnya ta  Pengad i l an  Neger i  berwenang  maka menuru t  

Maje l i s  Hakim  ekseps i  te rsebu t  dapat  d ipu tus  dalam  putusan  

akh i r  bersama- sama  dengan  pokok  perkara  dengan  te r l eb i h  

dahu lu  memper t imbangkan  ten tang  ekseps i  te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pendapat  te rsebu t  dapat  

d is impu l kan  bahwa  apab i l a  ekseps i  te rsebu t  d ipu tus  mela lu i  

putusan  se la  dan  menolak  ekseps i  maka  upaya  hukum  atas  

putusan  se la  te rsebu t  ada lah  band ing  dan band ing  atas  ekseps i  

te rsebu t  akan  dik i r im  bersama  dengan  putusan  akh i r  dan  

demik ian  pula  Pengadi l an  Tingg i  akan  memer iksa  bersama dengan  

pokok  perkara  ;

Menimbang,  bahwa  meskipun  benar  yang  menjad i  dasar  gugatan  

penggugat  ada lah  pembata lan  ser t i f i k a t ,  namun  berdasarkan  

bukt i  sura t  TIV- 1  ya i t u  :  Ser t i f i k a t  Hak  mi l i k  No.  

7/Ke l .Kemaraya  an.  La  Sambo Ntewo dan  penggant i an  Ser t i f i k a t  

Hak Mi l i k  No.  7/Ke l .Kemaraya  an.  La  Sambo Ntewo,  te r t angga l  

13 Ju l i  1998,  te rnya ta  bahwa baik  para  penggugat  maupun para  

te rguga t  te l ah  mengetahu i  keberadaan  ser t i f i k a t  te rsebu t  

se jak  tahun  1998,  ha l  mana  te l ah  melampaui  batas  waktu  

penga juan  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  seh ingga  dengan  
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demik ian  perkara  a  quo  adalah  menjad i  kewenangan  Pengad i l an  

Neger i  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t ,  ekseps i  

te rguga t  t i dak  cukup  bera lasan  oleh  karena  i t u  harus  

di t o l a k  ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  penggugat  da lam  gugatannya  pada  

pokoknya  mendal i l k an  sebaga i  ber i ku t  :

1. Penggugat  adalah  pemi l i k  tanah  sesua i  ser t i f i k a t  

Hak Mi l i k  Nomor 1833 atas  nama Ar ie f  (  Penggugat  I )  

dan  Nomor  1901  atas  nama Pet ta  In tang  (  Penggugat  

I I  ) ,  tanah  mana sudah  dio lah  dan  dikuasa i  se jak  

tahun  1969/1970 ,  sesua i  sura t  kete rangan  Nomor  

140/KR/1 /1992  atas  nama  M.  Ar ie f  dan  Sura t  

Keterangan  Nomor   34/KR/1 /1992  atas  nama  Pet ta  

In tang ;

2. Tergugat  I  te l ah  mengajukan  gugatan  yang  di tu j u kan  

kepada  M.  Ar ie f  dan  Pet ta  In tang  pada  Pengad i l an  

Neger i  Kendar i  te rda f t a r  dengan  nomor  perkara  

27/Pdt .G /1994 /PN.Kd i ,  gugatan  mana oleh  Pengad i l an  

Neger i  Kendar i  d ikabu l kan  dan  kemudian  dikua tkan  

oleh  Pengadi l an  Tingg i  Sul t r a  mela lu i  putusannya  

Nomor  13/Pdt / 1995 /PT .  Sul t r a ,  putusan  mana 

dikua tkan  oleh  Mahkamah Agung mela lu i  putusan  nomor  

2424  K/Pdt / 1995  dan  PK Nomor  477  PK/Pdt /1997 ,  yang  

kemudian  dieksekus i  o leh  Pengadi l an  Neger i  Kendar i  

sesua i  ber i t a  acara  eksekus i  Nomor  

01/BA.Pd t .G /1997 /PN.Kd i  tangga l  30 Januar i  1997 ;

3. Penggugat  (  k in i  Tergugat  I  )  da lam  mengajukan  

gugatan  te rsebu t  te lah  mengajukan  bukt i  Sura t  

berupa  sura t  kete rangan  gant i  rug i  atas  nama DG.  

Gass ing  dengan  La  Sambo Ntewo  (  Terguga t  I  da lam 

perkara  in i  ) ,  sura t  mana  kemudian  d inya takan  

tanda  tangan  DG.  Gassing  dalam  sura t  te rsebu t  

berbeda  dengan tanda  tangan  DG. Gass ing  dalam bukt i  
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pembanding . ,  sesua i  has i l  Labkr im  POLRI  Mkakssar  

Nomor  Lab.714 /DTF/2007  tangga l  23  November  2007,  

ar t i n ya  sura t  te rsebu t  ada lah  palsu  seh ingga  

t i ndakan  La  Sambo Ntewe  (  Tergugat  I  i c . )  ada lah  

melawan hukum;

4. Sela in  i t u   Terguga t  I  i c  te l ah  memanipu las i  

seo lah - o lah  te lah  keh i l angan  ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

No.7  atas  nama  La  Sambo  Ntewe  Sura t  Ukur  Nomor  

98/1975 ,  te r l e t a k  di  Kelu rahan  Watu- Watu  dan  

sete lah  te rguga t  I I I  mengumumkan  keh i l angan  

te rsebu t  kemudian  te rgga t  I I I  mengeluarkan  

ser t i f i k a t  penggant i  Nomor  7  atas  nama La  Sambo 

Ntewe  te r l e t a k  d i  Kelu rahan  Kemaraya ,  seh ingga  

je l as  adanya  rekayasa  oleh  karena  dengan  nomor  

ser t i f i k a t  yang sama namun le taknya  berbeda  ;

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  para  penggugat  te rsebu t ,  para  

te rguga t  mengajukan  jawaban  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t   :

1. Bahwa  benar  te rguga t  I  menguasa i  ob jek  sengke ta  s isa  

luas  7.068  M2,  sesua i  dengan  sura t  penggant i an  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.7 /98 ,  Sura t  Ukur  No.  98/1975 ,  

yang  te r l e t a k  di  Kel .Kemaraya  dan  te rguga t  I I  menguasa i  

ob jek  sengke ta  se luas  2.625  M2,  dipe ro l eh  berdasarkan  

Akte  Jua l  Bel i  No.  199/Kendar i  Bara t /X I I / 2 007 ,  tangga l  

21- 12- 2007  yang  dibua t  d ihadapan  Notar i s /PPAT.  Agus  

Jaya,SH.  ;

2. Bahwa t i dak  benar  te rguga t  I  dan te rguga t  I I  menyerobo t  

tanah  para  penggugat ,  sebab  te rguga t  I  menguasa i  tanah  

te rsebu t  berdasarkan  pembel ian  dar i  Dg.Gass ing ,  dan  

penguasaan  tanah  oleh  te rguga t  I I  berdasarkan  pembel i an  

dar i  te rguga t  I  ;

3. Bahwa t i dak  benar  te rguga t  I  mempergunakan  sura t  pa lsu  

karena  jua l  be l i  anta ra  te rguga t  I  dengan  Dg.Gass ing  

disaks i kan  oleh  Kat ja  Sumaedah  ( i s t e r i  Dg.Gass ing ) ,  

Kepala  L ingkungan  Kemaraya   ya i t u  AR.Dja la l udd i n ,  La 

Her i  dan Surad i ;  
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4. Bahwa  t i dak  benar  te rguga t  I I I  melakukan  perbuatan  

melawan  hukum  dengan  membuat  akte  jua l  be l i  anta ra  

te rguga t  I  dan  te rguga t  I I  yang  benar  adalah  sebe lum 

menerb i t kan  akte  jua l - be l i  No.  199/Kendar i  

Bara t /X I I / 2 007  ,  te l ah  memer iksa  te r l eb i h  dahu lu  

ser t i f i k a t  hak  mi l i k  atas  nama  te rguga t  I  dan  

persyara tan  la i n  te l ah  te rpenuh i  ser ta  kedua  belah  pihak  

menghadap  langsung  seh ingga  bera lasan  hukum menerb i t kan  

akte  jua l - be l i  karena  te l ah  memenuhi  standar  yang  te l ah  

di t en tukan  undang- undang ;

5. Bahwa t i dak  benar  te rguga t  IV  melakukan  perbua tan  hukum 

yang  benar  adalah  proses  penerb i t an  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  

No.  7/ke l . k emaraya  te lah  memenuhi  2  (dua)  unsur  atau  

aspek  penguasaan  atas  tanah  ya i t u  :  penguasaan  secara  

Yur id i s  dan penguasaan  secara  Fis i k  ;  

Menimbang,  bahwa dar i  gugatan  para  penggugat  maupun  jawaban  

para  te rguga t  te rdapa t  da l i l - da l i l  para  penggugat   yang  

diaku i  set i daknya  t i dak  disangka l  o leh  para  te rguga t  

seh ingga  te l ah  menjad i  da l i l  te tap  yang  t i dak  per lu  

dibuk t i k an  ada lah  :

1. Antara  Penggugat  dan  te rguga t  I  te lah  berperka ra  

di  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  berka i t an  dengan  

tanah  yang  k in i  menjad i  sengketa  perkara  mana 

te lah  dipu tus  oleh  Pengad i l an  dar i  Pengad i l an  

t i ngka t  Per tama  sampai  pada  Pengad i l an  Tingka t  

Penin jauan  kembal i ,  yang  mengabu lkan  gugatan  

Penggugat   La  Sambo Ntewe  (  k in i  Tergugat  I  ) ,  

dan  k in i  tanah  sengketa  te l ah  dikuasa i  o leh  

te rguga t  I  dan  sete lah  eksekus i  sebag ian  di j ua l  

o leh  Terguga t  I  kepada  te rguga t  I I  mela lu i  PPAT 

Tergugat  I I I  dan  atas  per i s t i wa  hukum te rsebu t  

te rb i t  ser t i f i k a t  Hak  guna  bangunan  atas  nama 

Tergugat  I I  yang di te rb i t k an  oleh  Tergugat  IV ;

2. Sura t  Kete rangan  Gant i  Rugi  tanah  dar i  La  Sambo 

Ntewe  kepada  DG.  Gassing   yang  dida l i l k an  palsu  

oleh  Penggugat  benar  di j ad i kan  bukt i  da lam 
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perkara   Nomor  27/PDT.G.1994 /PN.Kd i .  o leh  

Penggugat  ( te rguga t  I   dalam perkara  in i  ) ;

Menimbang,  bahwa dengan demik ian  yang  menjad i  pokok  persoa lan  

dalam perkara  in i  ada lah  :  

Apakah  Tergugat  I  te lah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum 

karena  te lah  :

1. menggunakan surat  gant i  Rugi  tanah  dar i  La Sambo Ntewe 

kepada  DG.  Gassing  dalam  perkara  perdata  Nomor 

27/Pdt .G /1994 /PN.Kdi . ,  karena  surat  tersebut  adalah  

palsu  dan atau  ,

2. Apakah ada  manipulas i  yang  di lakukan   oleh  Tergugat  I  

dan IV  dalam  penerbi tan  Sert i f i k a t  hak  Mil ik  Nomor 7  

atas  nama La Sambo Ntewe,  (  ser t i f i k a t  Penggant i  ) ;  

Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk  membukt i kan  kedua  persoa lan  

pokok  te rsebu t  te l ah  mengajukan  bukt i  Ter tu l i s  P 1 s/d  P.  30  

dan  te l ah  menghadi r kan  7 (  tu j uh  )  orang  saks i  ser ta  seorang  

ahl i  dar i  BPN  Kota  Kendar i  sedangkan  para  te rguga t  untuk  

meneguhkan  dal i l - da l i l  bantahannya  masing- masing  te rguga t  I  

te lah  menyerahkan  8 (  de lapan  )  buah  bukt i  sura t  yang  dibe r i  

tanda  TI - 1 sampai  dengan  TI - 8,  te rguga t  I I  te lah  menyerahkan  

7 (  tu j uh  )  buah  bukt i  sura t  yang  dibe r i  tanda  TI I - 1 sampai  

dengan  TI I - 7,  te rguga t  I I I  te lah  menyerahkan  2 (  dua )   buah  

bukt i  sura t  yang  diber i  tanda  TI I I - 1 dan TI I I - 2,  te rguga t  IV  

te lah  menyerahkan  14  (  empat  be las  )  buah  bukt i  sura t  yang  

dibe r i  tanda  TIV- 1 sampai  dengan  TIV- 14 ser ta  menghadi r kan  6 

(enam)  orang  saks i  d idepan  pers i dangan ,  sebaga imana  d iu ra i kan  

dimuka  ;

Menimbang,  bahwa te lah  menjad i  dokt r i n  bahwa suatu  perbuatan  

melawan hukum harus  memenuhi  4 (empat )  unsur  ya i t u  :

1. Adanya  perbua tan ,

2. Perbuatan  te rsebu t  melawan hukum,

3. Adanya  kerug ian ,

4. Kerug ian  i t u  ak iba t  dar i  perbua tan  melawan  hukum 
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te rsebu t  ;

Adanya Perbuatan  dan perbuatan  tersebut  melawan hukum.

Menimbang,  bahwa te lah  menjad i  fak ta  hukum bahwa bukt i  P.25  (  

sura t  Keterangan  gant i  rug i  dar i  Tergugat  I  kepada  Dg.  

Gass ing  )  te l ah  d ipe rgunakan  sebaga i  bukt i  da lam  perkara  

perda ta  Nomor 27/Pd t .G /1994 /PN.Kd i . ,  seh ingga  dengan demik ian  

unsur  perbua tan  te lah  te rpenuh i ;

Menimbang,  bahwa  sebe lum  Maje l i s  Hakim  memper t imbangkan  

apakah  perbua tan  para  te rguga t  te r sebu t  melawan hukum ataukah  

t i dak ,  te r l eb i h  dahu lu  akan  diu ra i kan  penger t i a n  dar i  

perbua tan  melawan  hukum,  dengan  maksud  agar  ada  paramete r  

untuk  menentukan  suatu  perbua tan  bers i f a t  melawan hukum atau  

t i dak ;  

Menimbang,  bahwa  Pasal  1365  KUH.Perda ta  menyatakan  :  Tiap  

perbua tan  melawan hukum,  yang  membawa kerug ian  kepada  seorang  

la i n ,  mewaj ibkan  orang  yang  karena  sa lahnya  menerb i t kan  

kerug ian  i t u  untuk  menggant i  kerug ian  te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  keten tuan  Pasa l  1365  KUH.Perda ta  

te rsebu t  t i dak  di j umpa i  penger t i an  atau  rumusan  secara  

defen i t i f  apa  yang  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan  perbua tan  

melawan hukum te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  undang- undang  t i dak  member i  

rumusan  secara  defen i t i f  ten tang  ar t i  perbua tan  melawan  

hukum,  maka da lam prak tek  perad i l an  d i  Indones ia  dipedomani  

Yur i sp rudens i  Mahkamah Agung RI    No.3191/K /Pd t / 1984 ,  tangga l  

8  Februar i  1984,  d imana  disebu tkan  suatu  perbuatan  d ianggap  

perbua tan  melawan  hukum  apab i l a  te l ah  memenuhi  4  (empat )  

kr i t e r i a  ya i t u  :

1. Ber ten tangan  dengan kewaj i ban  hukum s i  pe laku  atau  ;

2. Melanggar  hak  sub jek t i f  orang  la i n  atau  ;

3. Melanggar  kaedah  ta ta  sus i l a  atau  ;

4. Ber ten tangan  dengan  asas  kepatu tan ,  kete r t i b an  ser ta  
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s ikap  hat i - hat i  yang seharusnya  d imi l i k i  seseorang  da lam 

pergau lan  masyaraka t  ;

Menimbang,  bahwa   Penggugat  da lam  gugatannya  te lah  dengan  

je l as  mengemukakan  bahwa  perbua tan  melawan  hukum  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat  I  adalah  menggunakan  bukt i  sura t  

kete rangan  gant i  rug i  dar i  La  Sambo Ntewe  (  Tergugat  I  )  

kepada  Dg.  Gassing  da lam  perkara  perda ta  Nomor  27/  Pdt .G/  

1994/  PN.Kdi ,  dan  atau  adanya  manipu las i  pengumuman 

ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  yang  hi l ang ,  maka  untuk  mengetahu i  

apakah  penggunaan  sura t  te rsebu t  melawan  hukum  harus  

dibuk t i k an  apakah  sura t  te rsebu t  benar  pa lsu  dan se jauh  mana 

peranan  bukt i  te rsebu t  da lam perkara  aquo  seh ingga  Penggugat  

da lam  perkara  Nomor  27/Pdt .G /1994 /  PN.Kdi . ,   d imenangkan  

dar i  t i ngka t  Per tama sampai  pada Tingka t  PK;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  untuk  membukt i kan  bahwa  bukt i  

P.25  te rsebu t  adalah  palsu   te lah  mengajukan  bukt i  yang  

re levan  ya i t u  bukt i  P.5  Ber i t a  Acara  pemer iksaan  Labkr im  

Forens i k  Pol r i  Cabang  Makasar  Nomor  Lab.  71.1 /DTF/2007  dan  

saks i  Usman Sahur ;

Menimbang,  bahwa dar i  bukt i  P.5  te rnya ta  bahwa  tanda  tangan  

yang  diduga  palsu  ada lah  tanda  tangan  Dg.  Gassing  dalam 

bukt i  P.25  (  QT)  d iband ingkan  dengan  tanda  tangan  DG.  

Gass ing  (KT)  da lam  :

• sura t  tanda  bukt i  penag ihan  tunggakan  pin j aman  kec i l  

pedesaan  tanga l  25 September  1973,

• sura t  kun jungan  kepada  Penunggak  tangga l  24  September  

1976,

• bkangko  model  152 tangga l  6 Oktober  1978,

• blangko  model  11  b  Bank  Rakyat  Indones ia  tangga l  10  

Desember  1982 ,

• sura t  kun jungan  kepada  penunggak  tangga l  4  September  

1984,

dar i  perband ingan  mana  dis impu lkan  bahwa   QT non  iden t i k  
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dengan tanda  tangan  KT atau  dengan kata  la i n  tanda  tangan  Dg.  

gass ing  al i as  A.  Gass ing  al i as  QAmanung Gass ing  pada  dokumen 

QT dengan  tanda  tangan  DG.  Gass ing   pada  dokumen KT adalah  

merupakan  tanda  tangan  yang  berbeda;

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Haki im  memer iksa  tanda  

tangan  DG.  Gass ing  da lam  lampi ran  has i l  labk r im  te rsebu t  

te rdapa t  3  tanda  tangan  pembanding  yang  d i l amp i r kan  ya i t u  

tanda  tangan  yang  dibe r i  judu l    pemin jam,  Cap Jempol  Ki r i  

Kanan,  tanda  tangan  orang  yang  dihubung i ,  namun dar i  tanda  

tangan  pada  ket i ga  bukt i  pembanding  te rsebu t  te rdapa t  

perbedaan   anta ra  tanda  tangan  yang  satu  dengan  tanda  tangan  

yang  la i n  seh ingga  t i dak  mengherankan  apabi l a  kes impu lan  

Labkr im  bahwa tanda  tangan  QT dan  KT (  tanda  tangan  dengan  

judu l  Cap Jempol  Ki r i  Kanan)  non iden t i k  ;

Menimbang,  bahwa    saks i  Usman Sahur  yang  mengaku  sebaga i  

anak  dar i  DG. Gass ing  dimuka  pers idangan  menerangkan  bahwa ia  

mengetahu i  orang  tuanya  t i dak  pernah  memi l i k i  tanah  di  

sek i t a r  Ja lan  Bay  Pass   dan  t i dak  pernah  mengetahu i  bahwa 

orang  tuanya   Dg.  Gass ing  menjua l  tanah  kepada  La  Sambo 

Ntewo;

Menimbang,  bahwa  meskipun  saks i  Usman Sahur  ada lah  anak  dar i  

Dg.  Gass ing  akan  te tap i  dengan  memperhat i kan  tahun  ke lah i r an  

saks i  te rsebu t  ya i t u   tangga l  20  November  1965  sedangkan  

pembayaran  gant i  rug i  sesua i  bukt i  P.5  te r j ad i  pada  tahun  

1974  yang  berar t i  saks i  pada  saat  i t u  baru  berumur  11  tahun  

seh ingga   wajar  apab i l a  ia  t i dak  mengetahu i  perbua tan  hukum 

orang  tuanya ;

 

Menimbang,  bahwa  seba l i k nya  Tergugat  I  untuk  membukt i kan  

bahwa bukt i  P.25  te rsebu t  t i dak  palsu  te l ah  mengajukan  bukt i  

T. I - 3  Putusan  Pengadi l an  Neger i  Kendar i  Nomor  27/  

Pdt .G/1994 /PN.Kd i . pu tusan  mana te lah  berkekua tan  hukum te tap  

bahkan  te lah  dieksekus i ,  dar i  bukt i  mana   te rnya ta  bahwa 
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i s t r i  DG.  Gass ing   Kat ja  Sumaedah   te lah  member ikan  

kete rangan  sebaga i  saks i  d ibawah  sumpah  bahwa  suaminya  DG.  

Gass ing  benar  te l ah  menjua l  tanah  te rsebu t  pada  tahun  1974  

kepada  La Sambo Ntewo (  Tergugat  I  incasu ) ,  ser ta  saks i  A.R.  

Djamaludd in   yang  iku t  menanda  tangan i  bukt i  P.25  te rsebu t  

sebaga i  Kepala  Lingkungan  Kemaraya  juga  te l ah  membr ikan  

kete rangannya  sebaga i  saks i  ;

Menimbang,  bahwa apabi l a  bukt i  P.5  dan kete rangan  saks i  Usman 

Sahur  te rsebu t  d ia tas  d ihadapkan  dengan  bukt i  T. I - 3   dengan  

per t imbangan   sebaga imana  te lah   d ipe r t imbangkan  ,  menuru t  

Maje l i s  Hakim  meskipun  has i l  Labkr im  berkes impu lan  tanda  

tangan  DG.  Gass ing  pada  QT dan  tanda  tangan  DG.  pada  KT non  

iden t i k  dan  kete rangan  saks i  Usman  Sahur  , t i d ak  dapat  

d i j ad i kan  bukt i  bahwa bukt i  P.25  te rsebu t  ada lah  pa lsu  oleh  

karena  se la i n   dar i  4 tanda  tangan  DG. Gassing  yang  te r l amp i r  

da lam  bukt i  P.5  sa l i ng  berbeda  satu  dengan  yang  la i n ,  juga  

karena  pihak  yang  iku t  menanda  tangan i  bukt i  P.5  ya i t u   AR.  

Dja la l udd i n  mengaku i  tanda  tangannya  pada  bukt i  P.25  ser ta  

is t r i  DG.  Gass ing  yang  mengaku i  benar  suaminya  ic .  DG.  

Gass ing  benar  menjua l  tanah  kepada  La Sambo Ntewo;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  untuk  membukt i kan   adanya  

manipu las i  pengumuman  ser t i f i k a t  Hi lang  dan  pener ib i t a n  

ser t i f i k a t  Baru  Nomor  7  Gs.  Nomor  78/1975   te l ah  mengajukan  

bukt i  P.3  dan P.4  Peta  Desa Kemaraya,  bukt i   P.26   Ser t i f i k a t  

hak  Mi l i k  Nomor  7  Kel .  Watu- watu  Sura t  Ukur  Nomor  98/1975  

tangga l  19 Ju l i  1975 ,  bukt i  P.27  Ser i f i k a t  Hak Guna Bangunan  

Nomor  00001 Kel .Lahundape  dan seorang  Ahl i  Ind r i a t i  Nings ih ;

Menimbang,  bahwa  bukt i  P.3  adalah  Peta  Kelu rahan  Kemaraya  

yang  dibua t  pada  Bulan  Maret  1992   yang  memuat  pembagian  

dengan  menggunakan  lembar   6,  lembar  7  dan  lembar  10  

sedangkan  bukt i  P.  4 juga  peta  Kelu rahan  Kemaraya  yang  dibua t  

Bulan  Maret  1992  yang  memuat   kotak - kotak  yang   menuru t  ah l i  

ada lah  kotak  tanah  yang  sudah  berser t i f i k a t ;

64

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Menimbang,  bahwa pada  bukt i  P.3  dan  P.4  te rsebu t  Penggugat  

member i  tanda  tanah  yang merupakan  mi l i k  te rguga t  I  dan tanah  

sengketa  (  ber tu l i s  ha jau) ,  akan  te tap i  t i dak  ada  bukt i  la i n  

yang  membukt i kan  bahwa tanah  pada kotak  290 dan 291 bukt i  P.4  

benar  adalah  mi l i k  Tergugat  I   seba l i k nya   apab i l a  

memperhat i kan  bukt i   P.1  dimana   pada  sura t  ukur   te r t u l i s  

lokas i  berada  pada  Kelurahan  Kemaraya  lembar  11/12  sedangkan  

pada  bukt i  P.3  t i dak  ada lembar  11/12  te tap i  yang  ada ada lah  

lembar  10,7  dan  lembar  6,  sedangkan  pada  bukt i  P .2   pada  

sura t  ukur  t i dak  te r t u l i s  lembar  dan kotak  ;

Menimbang,  bahwa se la i n  i t u  apab i l a  k i t a  memperhat i kan  bukt i  

P.3  dan  P.4  tanah  yang  di tun j uk  sebaga i  obyek  sengketa  o leh  

Penggugat  da lam  peta  te rsebu t  berada  t i dak  langsung  

berba tasan  dengan  ja l an   Bay Pass  (  l i ha t  kotak  11  dan  12  )  

sedangkan  ahl i  t i dak  dapat  menje laskan  ar t i  nomor  kotak  pada  

peta  te rsebu t ;

Menimbang,  bahwa  bukt i  P.26  fo tocopy  ser t i f i k a t  hak  Mi l i k  

Nomor  7 Kel .  Watu- watu  atas  nama La  Sambo Ntwteo  yang  t i dak  

ada  as l i nya  dan  disangka l  o leh  Terguga t  seh ingga  t i dak  

mempunya i  n i l a i  pembukt i an  bahkan  seba l i k nya  Tergugat  

mengajukan  bukt i  T.1  ser t i f i k a t  hak  Mi l i k  Nomor  7  Kemaraya  

dan bukt i  TIV- 1 Buku tanah  Hak Mi l i k  Nomor 7 Kemaraya;

Menimbang,  bahwa  bukt i  T. IV - 1  ada lah  buku  tanah  yang  

te rs impan  pada  kanto r  Per tanahan  yang  menje laskan  r iwaya t  

tanah  dar i  bukt i  mana  te rnya ta  bahwa  tanah  ser t i f i k a t  hak  

Mi l i k  Nomor  7  Kemaraya  atas  nama La  Sambo Ntewo sura t  Ukur  

tangga l  19  Ju l i  1975  Nomor  98  dan  bukt i  T. I - 1  ada lah  

ser t i f i k a t  Penggant i  yang  d idasarkan  pada  Pengumuman 

hi l angnya  ser t i f i k a t  (  t i dak  di j e l a s kan  Ser t i f i k a t  Nomor  dan  

ke lu rahannya  )  seh ingga  penerb i t an  ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor  

7 /  Kemaraya  bukan lah  suatu  manipu las i ;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  per t imbangan  

te rsebu t   d ia tas  menuru t  Maje l i s  Hakim Penggugat  t i dak  dapat  

membukt i kan  bahwa   bukt i  P.25  adalah  palsu  dan  penerb i t an  

Nomor  7 Kemaraya  GS.  98/75  tangga l  19 Ju l i  1975  atas  nama La  

Sambo Ntewo   didasarkan  pada  manipu las i ,  seh ingga  Penggugat  

t i dak  dapat  membukt i kan  adanya  perbua tan  melawan hukum;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  t i dak  dapat  

membukt i kan  adanya  perbua tan  melawan  hukum,  maka  dengan  

demik ian  Penggugat  t i dak  dapat  membukt i kan   da l i l  gugatan  

pokok ,  seh ingga  tanpa  per lu  mempert imbangkan  tun tu tan  la i nnya  

satu  persa tu  karena  t i dak  lag i  re levan ,  harus  di to l ak ;  

Menimbang,  bahwa  mengenai   bukt i - bukt i  yang  d ia j ukan  oleh  

Penggugat  maupun Terguga t  se la i n  yang  te lah  dipe r t imbangkan ,  

o leh  karena  bukt i - bukt i  te rsebu t  se la i n  karena  t i dak  ada  

as l i nya  juga  sudah  pernah  dipe r t imbangkan  dalam perkara  yang  

te lah  berkekua tan  hukum te tap , seh i ngga  t i dak  lag i  re levan  

untuk  dipe r t imbangkan   o leh  karena  i t u  harus  dikesampingkan ;

Menimbang,  bahwa  meskipun  ber leb i han  ,  Maje l i s  Hakim  per lu  

mempert imbangkan  bahwa  Tergugat  I I  membel i  sebag ian  tanah  

sengketa  dar i  Tergugat  I  sete lah  adanya  eksekus i  o leh  

Pengad i l an  Neger i  Kendar i  atas  putusan  Nomor  

27/Pdt .G /1994 /PN.Kd i . ,  yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap ,  

seh ingga  Tergugat  I I   ada lah  sebaga i  pembel i  yang  ber i t i k ad  

baik   dan  o leh  karena  i t u  ia  dalam  keadaan  apapun  harus  

di l i n dung i ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  se lu ruh  per t imbangan  te rsebu t  

d ia tas ,  gugatan  penggugat  di to l a k  untuk  se lu ruhnya  ;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  gugatan  para  penggugat  d i t o l a k  

untuk  se lu ruhnya   maka b iaya  perkara  harus  dibebankan  kepada  

para  penggugat  ;
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Menginga t  pasa l - pasa l  Rbg. ,  pasa l  1365  KUHPerdata ,   Undang-

undang  Nomor  49  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Umum dan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  dan  keten tuan-

keten tuan   hukum la i nnya  ;

                               M   E  N  G  A  D  I   L  

I

DALAM EKSEPSI  

- Menolak  ekseps i  para  te rguga t  ;

- Menyatakan  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  berwenang  untuk  

mengadi l i  perkara  in i ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak  gugatan  para  penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

- Menghukum para  penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

dih i t ung  hingga  sekarang  sebasar  Rp.  1.300 .000 , -  (sa tu  

Juta  t i ga  ra tus  r i bu  rup iah )  ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  da lam  Rapat  Permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim  Pengadi l an  Neger i  Kendar i  pada  har i  Rabu,  Tanggal  26 

JANUARI  2011,  o leh  kami :  SIRANDE  PALAYUKAN,  SH.  M.Hum.  

sebaga i  Ketua  Maje l i s  Hakim,  POSMAN BAKARA,  SH dan  HERIANTO,  

SH sebaga i  Hakim- hak im  Anggota ,  Putusan  mana pada  har i  i t u  

juga  diucapkan  o leh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  d imuka  

pers i dangan  yang  te rbuka  untuk  umum,  dengan  d iban tu  o leh  

SAINAL ABIDIN,  SH.   Pani te ra  Penggant i  pada Pengad i l an  Neger i  

Kendar i ,  dengan  d ihad i r i  o leh  Kuasa  Penggugat  dan  Kuasa  

Tergugat  I ,  Kuasa  Terguga t  I I  dan  Kuasa  Tergugat  I I I  tanpa  

dihad i r i  Kuasa Tergugat  IV  ;

Ketua  Maje l i s

t t d

SIRANDE PALAYUKAN, SH.  M.Hum
Hakim  Anggota Hakim  Anggota
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t t d

              POSMAN BAKARA,  

SH

t td

HERIANTO, SH

Pani te ra  Penggant i

t t d

SAINAL ABIDIN,  SH
- Biaya  pangg i l

Per inc i an  biaya-
biaya  

:
- Biaya  

Pendaf ta ran  

:  
- Biaya  Panggi l an  

:  
- Biaya  Matera i  

:  
- Biaya  Redaks i  

:  

 Rp.       30.000 , -
 Rp.  1.259 .000 , -
 Rp.         6.000 , -
 Rp.         5.000 , -

Jumlah  : Rp. 1.300 .000 , -
            Terb i l ang   (sa tu  ju ta  t i ga  ra tus  r i buh  rup iah )
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